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Kata Pengantar 
AJI Indonesia 

 

Terlalu Banyak Kasus, Perlu Reformasi Kepolisian  

uku ini adalah kumpulan liputan kolaborasi AJI dan media-media 
lokal di 6 provinsi. Liputan-liputan ini mengangkat mengangkat 
kasus-kasus yang melibatkan polisi yang selama ini sudah atau 

belum menjadi perhatian publik. 

Mengapa tentang kepolisian? Karena institusi ini adalah garda terdepan 
pada penegakkan hukum. Namun banyak peristiwa, justru menunjukkan 
polisi menjadi pelaku dari sebuah kejahatan, yang seharusnya mereka 
lawan. Liputan ini hanya terbatas di 6 provinsi, yaitu NTT, Sulawesi 
Tenggara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lampung. 
Namun, percayalah bahwa masih banyak kasus kejahatan yang 
melibatkan aparat kepolisian di provinsi lain, yang juga sudah diliput oleh 
media.  

Liputan ini berdasarkan fakta yang ditemukan para jurnalis. Mulai soal 
ketidakprofesionalan polisi dalam menangani kasus sampai polisi 
menjadi pelaku kejahatan itu sendiri.  Pada kasus kekerasan seksual, 
ketika warga di Kendari mengadu ke polisi karena anaknya mengalami 
pelecehan, justru polisi yang menyarankan kasus diselesaikan dengan 
damai.  Sementara itu di NTT, deretan kasus polisi yang melakukan 
kekerasan seksual di provinsi ini cukup banyak.  

Kasus ekstra judicial killing atau pembunuhan oleh aparat tanpa dasar 
hukum juga terjadi di banyak daerah. Pada liputan ini mencatat kasus 
warga yang tewas di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Lampung. 
Pelajar Gamma di Semarang yang tewas ditembak Aipda Robig 
Zaenudin, hanya gara-gara motornya dipepet, adalah kasus yang sempat 
ramai di publik. Tak hanya penembakan, kasus ini ditangani dengan 
intimidasi dan drama yang mencoba menutupi fakta sebenarnya. Kasus-
kasus di Sulawesi Selatan dan Lampung pun mirip-mirip, beberapa 
belum diangkat di media, bagaimana polisi melakukan ekstra judicial 
killing.  

Liputan dari Jawa Timur, mengangkat bagaimana, sekali lagi, 
ketidakprofesionalan polisi dalam menangani demonstrasi bulan Agustus 
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2025 lalu. Banyak warga, termasuk pelajar ditangkap. Alih-alih diperiksa 
secara profesional, atau presisi jargon Kapolri Listyo Sigit, warga yang 
ditangkap ini mengalami kekerasan maupun pelecehan seksual selama 
ditahan.  

Kasus-kasus polisi dalam liputan ini, menunjukkan ada permasalahan 
sistemik dituduh Kepolisian. Kini tidak bisa lagi menggunakan kata 
„oknum‟, karena kasus marak dan tersebar di banyak daerah. Ada 
persoalan di pendidikan, wewenang yang terlalu besar sampai pada 
pengawasan yang lemah, membuat kasus-kasus ini akan terus terjadi.   

Impunitas dan ringannya hukuman pada polisi yang terlibat kejahatan, 
juga membuat para pelaku tidak jera. Pada beberapa kasus yang sudah 
masuk unsur pidana, namun para pelaku (polisi) hanya dijatuhi sanksi 
etik, tidak dibawa ke pengadilan.  

Kumpulan liputan ini mempunyai pesan khusus kepada Presiden dan 
DPR, bahwa insitusi kepolisian ini perlu direformasi. Komite Reformasi 
Kepolisian yang akan dibentuk Presiden, harus belajar dari kasus-kasus 
kejahatan yang melibatkan polisi, menemukan akar masalah dan berani 
melakukan reformasi secara sistemik pada tubuh Kepolisian. Indonesia 
yang demokratis membutuhkan kepolisian yang humanis dan adil dalam 
penegakkan hukum. Bukan polisi yang menginjak-injak hukum dan anti 
demokrasi.  

 

Bayu Wardhana 

Sekretaris Jenderal  

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 
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Ketika Maaf Jadi Paksaan: Luka 
Korban Kekerasan Seksual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu korban kekerasan seksual di Kendari, Sulawesi Tenggara yang 
melapor ke polisi malah dilapor balik dengan kasus penganiayaan. 

 

enjelang magrib, di pesisir Kendari, angin laut menyelinap ke 
ruang tamu tak berdinding. Di antara aroma garam dan debu 
timbunan, seorang perempuan paruh baya duduk bersila 

didampingi Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara pada Ahad, 7 
September 2025. 

Matanya berkaca-kaca, sesekali menatap lantai yang retak. Suaranya lirih, 
terkadang meninggi, menahan beban yang terlalu berat untuk 
diungkapkan. Beberapa kali ia berhenti, menelan isak, sebelum 
melanjutkan cerita luka yang menghantuinya sehari-hari. 

Ia menceritakan peristiwa pada Maret 2025 lalu, ketika dua anaknya yang 
masih berumur 6 dan 11 tahun menjadi korban kekerasan seksual. Kala 
itu, sepulangnya dari pasar, ia mendapati kiosnya sudah berantakan. 
Barang dagangan berserakan di lantai. Kedua anaknya tak terlihat. Tak 
lama kemudian, sang kakak pulang dengan wajah pucat dan bibir 
gemetar. 

“Ibu, F (6) diganggu. R (11) juga dipegang-pegang,” kata anak itu dengan 
polos, yang menyisakan luka.  
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Esok harinya, tepat 25 Maret 2025, sang ibu melapor ke kantor polisi 
terdekat. Namun diarahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 
(PPA) Kepolisian Resor Kendari. Dengan harapan, anak-anaknya 
mendapatkan perlindungan visum segera dilakukan, dan pelaku 
diproses. Tetapi, jawaban polisi malah membuatnya semakin lemas. 

“Ibu pulang dulu, nanti dihubungi,” ucap dia menirukan perkataan polisi.  

Hari silih berganti, telepon tak kunjung datang. Ia pun meminta bantuan 
pendampingan dari JPP Sultra dan kasus ini diberitakan kompas.id, 
barulah polisi mulai bergerak.  

Tetapi ibu korban justru dilaporkan balik dengan tuduhan penganiayaan. 
Alasannya telah menampar lelaki yang diduga telah mencabuli anak-
anaknya. Tuduhan itu digunakan aparat sebagai alat untuk menekan. 

“Terus pihak PPA menyarankan saya untuk atur damai,” ujarnya dengan 
suara serak. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada tamparan yang ia 
lakukan sendiri. 

Praktik menormalisasi „atur damai‟ dalam kasus kakerasan seksual 
bukanlah fenomena baru, kata Ketua JPP Sultra, Mutmainnah. 
Berdasarkan pengalamannya mendampingi korban, kasus F dan R 
hanyalah satu contoh dari pola penanganan yang berulang.  

Dikasus F dan R ini, Mutmainnah bilang modus atur damai yang 
dilakukan pelaku dan aparat yakni dengan cara mengintimidasi keluarga 
korban. Bahkan polisi mengatakan kasus ini belum terlalu parah, baru 
sekedar dilecehkan. 

“Tapi kan dalam UU TPKS, kita sebagai perempuan tidak terima 
dilecehkan dalam bentuk apapun, karena itu salah satu dari kekerasan 
seksual. Polisi selalu mengatakan bahwa itu belum, belum diperkosa dan 
bisa diatur damai begitu, supaya kasus tidak diperpanjang” ujar 
Mutamainnah.  

Ia menyarankan, unit PPA seyogyanya memenuhi hak-hak korban. Tidak 
memberi opsi atur damai, mengintimidasi korban, dan memberikan 
dukungan kepada Ibu korban. Bahkan harus mempertimbangkan 
kondisi mental korban dan Ibunya. 

“Tapi pihak polisi mengaitkan antara kasus kekerasan seksual dan kasus 
pemukulan. Ini kan bedah ranah. Disinilah celahnya pihak kepolisian 
mengintimidasi Ibu korban dan pada akhirnya kasus tersebut mandek,” 
tutur dia. 

https://www.kompas.id/artikel/dua-bersaudara-di-kendari-dilecehkan-tetangga-pelaku-tak-kunjung-ditangkap?utm_campaign=tpd_-_ios_traffic&utm_source=link&utm_medium=shared
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Mutmainnah menegaskan semua bentuk kekerasan seksual adalah 
tindak pidana, tanpa kompromi. “Tidak ada kategori „belum parah‟. 
Semua bentuk kekerasan seksual adalah kejahatan,” tegasnya. Pasal 5 
ayat (3) UU TPKS bahkan menyatakan, tidak boleh ada penyelesaian 
perkara di luar peradilan. Bahkan dalam pasal 10 Undang-undang saksi 
dan korban menyebutkan bahwa korban yang sedang melapor tidak 
dapat dilapor balik. 

JPP Sultra mencatat, ada 100 kasus yang mereka dampingi di Tahun 
2023-2025. Spektrum kasusnya beragam mulai dari hak perempuan-
perempuan pesisir atas pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga 
perlindungan Kekerasan Didalam Rumah Tangga (KDRT). 

“Dari dua kasus kekerasan seksual yang kami dampingi, satu ada upaya 
aparat untuk atur damai, satunya lagi berhasil diatur damai,” sebutnya. 

Terpisah, Kepala Unit PPA Subdit IV Ditreskrimum, Polda Sulawesi 
Tenggara, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Pejjy Simon menjelaskan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dan alur kerja polisi dalam menangani kasus 
kekerasan seksual.  

Pejjy berujar, tahapannya dimulai dari laporan polisi. Setelah masuk, polisi 
segera menindaklanjuti dengan melakukan visum. Rumah Sakit 
Bhayangkara menjadi rujukan utama Polda Sultra untuk memastikan 
kondisi korban tercatat secara hukum dan medis. 

Namun, prosedur tidak berhenti di sana. Bagi korban anak, lanjut Pejjy, 
kepolisian menyiapkan pendampingan khusus. Unit PPA bekerja sama 
dengan UPTD PPA dan Dinas Sosial untuk memberikan dukungan 
psikologis serta distribusi layanan pendampingan yang lebih terarah.  

“Begitu laporan diterima, kami langsung berkoordinasi dengan seluruh 
stakeholder terkait. Kalau korbannya anak, maka pendampingan harus 
lebih intensif,” jelas Pejjy saat ditemui di Polda Sultra, Senin, 8 September 
2025. 

Meski begitu Pejjy mengakui bahwa laporan kerap kali terhenti di tengah 
jalan. Hambatannya adalah pelaku yang melarikan diri dan saksi enggan 
memberikan keterangan.  

Alasannya beragam, mulai takut berurusan dengan polisi hingga tidak 
ingin membuang waktu dalam proses hukum. Situasi ini, menurut Pejjy, 
membuat upaya pembuktian menjadi lebih rumit.  



 

 

 8 

“Kadang saksi kuat menolak hadir, padahal keterangan mereka penting. 
Tapi itu bukan hambatan bagi kami. Kalau saksi A tidak mau, kami cari 
saksi lain yang bisa mendekati,” katanya. 

Pejjy menepis tudingan ada upaya polisi menawarkan ruang kompromi 
hukum serta atur damai pada kasus kekerasan seksual, seperti yang 
menimpa F dan R. 

“Tidak ada sih yah. Apapun itu tidak, apalagi opsi atur damai,” ujarnya.  

Kemudian jurnalis mencoba bertanya soal mitigasi pencegahan dan 
tindakan agar tak ada praktik atur damai lagi. Tetapi Pejjy tak 
menjawabnya. 

Bahkan narasi resmi Pejjy tersebut bertolak belakang dengan 
pengalaman JPP saat mendampingi korban.  

Kasus ini juga mendapat perhatian dari kuasa hukum dari Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif. Ia mengatakan 
pananganan kasus kekerasan seksual terhadap F dan R adalah sistemik, 
bukan sekadar teknis. 

“Pasal 23 UU TPKS jelas melarang restorative justice dalam kasus 
kekerasan seksual. Perdamaian tidak diperbolehkan, kecuali untuk 
pelaku anak. Kalau pelaku dewasa, tidak dimungkinkan,” katanya. 

Polisi, menurut Arif, sering menyalahgunakan konsep restorative 
justice atau umumnya disebut keadilan restoratif.  

Keadilan restoratif yaitu sebuah pendekatan dalam sistem peradilan 
pidana yang berfokus pada perbaikan kerusakan akibat kejahatan, bukan 
hanya menghukum pelaku. Berfokus pada pemulihan dan 
penyembuhan, bukan sekadar hukuman, dan melihat keadilan sebagai 
upaya kolektif dari semua pihak yang terdampak. 

Menurut Komnas HAM, keadilan restoratif ini punya banyak kelemahan 
misalnya bisa menjadi jalan pintas untuk kasus transaksional dan aturan 
teknisnya juga belum jelas. Yang lebih buruknya keadilan restoratif ini 
tidak bisa dijalankan bila ada relasi kuasa. 

Dalam kasus F dan R, kata Arif, polisi menggunakan konsep tersebut 
untuk menghentikan kasus, bukan memulihkan korban. Praktik barter 
perkara, di mana laporan balik dari pelaku dipakai melemahkan korban, 
jelas mencederai hukum. 
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“Kekerasan seksual itu delik umum yang tidak bisa dicabut. Kalau polisi 
melakukan tukar guling, korban terluka dua kali,” tegasnya. 

Arif menambahkan, akar masalahnya ada pada kapasitas dan budaya 
internal polisi. Banyak penyidik tidak memahami UU TPKS, perspektif 
gender, atau HAM. “Pertanyaannya, kenapa aparat tidak paham?. Apakah 
ada pelatihan khusus? Apakah ada pengawasan? Ini yang harus 
dievaluasi,” jelasnya. 

Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan, sepanjang Tahun 
2024, Komnas Perempuan menerima total 15 kasus kekerasan seksual di 
Sulawesi Tenggara, dengan rincian delapan kasus kekerasan seksual; 
lima Kekerasan Seksual Berbasis Ekonomi (KSBE), satu perkosaan anak, 
satu pelecehan seksual non-fisik. Data tersebut memperlihatkan tren 
bahwa betapa rentannya perempuan, termasuk anak-anak, terhadap 
kekerasan yang sering tidak tertangani secara memadai. 

Sementara, Ketua Resource Center Komnas Perempuan, Chatarina 
Pancer Istiyani, mengkritik praktik „atur damai‟ yang disarankan pelaku 
dan polisi dalam kasus F dan R. Mekanisme terakhir, kata Komnas 
Perempuan tidak menjamin kedamaian bagi korban. Sebaliknya, „atur 
damai‟ justru melindungi pelaku, memperkuat ketimpangan kuasa, dan 
menimbulkan reviktimisasi—trauma kedua akibat tindakan aparat yang 
seharusnya memberi perlindungan. 

“Atur damai itu hanyalah kedamaian semu. Kami selalu membela hak-
hak korban dan penegakan hukum yang berkeadilan gender,” ujar 
Chatarina. Negara, katanya, harus memastikan aparat menegakkan 
hukum adil, berpihak pada korban, dan menindak aparat yang 
melanggar. 

Pelaksana tugas Direktur Eksekutif Yayasan Pulih, Livia Istania DF 
Iskandar, mengapresiasi tindakan F dan R yang mau bicara dan 
menyampaikan kepada ibunya terkait kekerasan seksual yang dialami. 
Sebab menurutnya, tidak banyak anak-anak yang mau bicara.  

“Menurut saya kedua anak-anak ini luar biasa. Mereka kemudian 
menyampaikan kepada ibunya, dan itu bagus juga bahwa ada 
pendampingan dari JPP,” ucapnya. 

Psikolog anak dan remaja dari Yayasan Pulih, Ika Putri Dewi. Ika 
mengatakan pemulihan anak korban tergantung pada kepastian bahwa 
pelaku dihukum. Jika pelaku bebas atau opsi atur damai, anak-anak 
mulai meragukan pengalaman mereka sendiri.  
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“Mereka berpikir, „Om itu salah atau tidak?. Saya yang salah?‟ Nilai bahwa 
yang jahat harus dihukum jadi kabur. Ini berbahaya, karena 
menimbulkan rasa bersalah pada anak,” jelas Ika.  

Kondisi tersebut kata Ika menjadi semakin kompleks karena ibu korban 
tertekan. Ibu korban bukan hanya menghadapi kenyataan anaknya 
disakiti, tetapi juga laporan balik dari terduga pelaku. Karena trauma, 
emosional ibu akan memengaruhi perilaku anak-anak.  

“Relasi dengan anak terganggu. Padahal peran ibu krusial untuk 
pemulihan. Kalau ia tidak berfungsi dengan baik, anak-anak kehilangan 
dukungan utama,” ujarnya. 

Ika juga menyayangkan situasi seperti ini sebab negara tidak hadir dan 
melindungi korban. Padahal UU Perlindungan Anak dan UU TPKS tegas 
melarang penyelesaian di luar jalur hukum. Karena menurutnya, atur 
damai bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran prinsip 
perlindungan korban. 

“Kalau aparat benar-benar mau menjalankan undang-undang, kasus 
seperti ini tidak akan mengendap. Pelaku harus segera diamankan. Kalau 
pelaku minta damai, itu justru tanda ia (pelaku) tahu bersalah. Negara 
mestinya menolak, bukan melayani,” kata Ika. 

Secara psikologis, ketegasan polisi merupakan bagian dari terapi 
psikologis bagi anak. Anak belajar; yang salah akan dihukum, dirinya 
tidak bersalah, negara melindungi. Sebaliknya, anak-anak dipaksa belajar 
bahwa kejahatan bisa ditawar dan keadilan dinegosiasikan. 

Di akhir kisahnya, ibu korban tampak lelah, termenung, mentalnya 
terkuras. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, bahkan muncul pikiran 
gelap ingin minum racun. 

“Seandainya kasus ini bisa langsung ke pengadilan, ke pengadilan mi saja 
lebih baik. Kita pergi mengadu ke polisi tidak ada gunanya. Mati 
rasa‟mi sama polisi,” tutupnya dengan wajah menunduk yang terjebak di 
antara trauma dan atur damai dipaksakan. 

 

Penulis: Mohamad Sadli Saleh (Bollo.id) 
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Marak, Kasus Kekerasan Seksual  
di Kepolisian Daerah NTT 

 
Elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Anti Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Kelompok 

Minoritas dan Rentan (Saksiminor) di Kota Kupang menuntut aparat penegak hukum agar mengadili eks 
Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, pelaku kasus kekerasan seksual terhadap 

anak di Nusa Tenggara Timur. SAKSIMINOR juga menuntut aparat penegak hukum untuk memberikan 
perlindungan kepada anak dan melawan predator seksual. (Foto: katantt.com) 

 

asus pencabulan terhadap anak yang dilakukan mantan Kapolres 
Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, di Nusa 
Tenggara Timur,  pada Maret  2025 lalu mengegerkan 

masyarakat.  

Mantan Kapolres ini menjadi tersangka kasus kekerasan seksual  (KS) dan 
eksploitasi yang melibatkan tiga anak di bawah umur. Dalam 
aksinya,Fajar merekam dan mengunggah perbuatan tidak senonoh  itu 
ke platform daring yang kemudian teridentifikasi oleh otoritas di 
Australia. 

K 
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Namun kasus KS yang dilakukan polisi  di NTT ternyata bukan hanya 
dilakukan Fajar. Ada informasi lain bahwa masih ada sejumlah kasus KS 
lain yang melibatkan anggota polisi dari tingkat bawah hingga perwira.  

Direktris Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi 
Rakyat  (PIAR) NTT, Sarah Lerry Mboeik menyebut kasus KS yang 
melibatkan pihak kepolisian sebenarnya tidak hanya terjadi di Polda NTT 
melainkan di Polda lain. 

Yang membedakan, jumlah kasus di Polda NTT cukup tinggi. Pelakunya 
bukan hanya anggota berpangkat rendah melainkan juga perwira 
menengah dengan korban anak di bawah umur.  

Sarah Lerry Mboeik yang konsen memperjuangkan kelompok marginal 
di NTT  misalnya menunjukkan kasus eksploitasi perempuan melalui 
video call sex/porno aksi oleh oknum perwira (Pamen) di Polda NTT 
berinisil Kompol YYK.  

Ada juga kasus pemerkosaan di Sumba Barat Daya yang kemudian 
korbannya melapor ke Polsek Wewewa Selatan, namun bukannya 
mendapat perlindungan, korban itu juga mengalami pelecehan oleh 
oknum polisi berinisial PS. 

”Penyidik Airda PS secara paksa menyentuh bagian vital korbanIni Kasus 
Kekersan Seksual di Kabupaten Sumba Barat Daya Begitu pula yang 
terjadi di  Kabupaten Sikka, Aipda II, anggota Polres Sikka pun melakukan 
Kekerasan Seksual pada dua remaja usia 15 tahun sampai  salah satu 
korban bunuh diri,” beber Lerry demikian akrab disapa kepada jurnalis, 
Rabu (3/9/2025).. 

”Pertanyaan yang mengganggu akal sehat adalah bagaimana mungkin 
aparat penegak hukum, yang seharusnya membongkar kasus-kasus 
kejahatan ”pornografi daring” pada anak-anak, justru menjadi pelaku 
kejahatan tersebut, bahkan memproduksi konten-konten pornografi,” 
sesal Lerry Mboeik. 

Lerry Mboeik menilai, seperti biasa institusi Polri selalu memakai istilah 
“oknum” jika anggotanya terlibat kasus-kasus pidana atau pelanggaran 
HAM. Hal ini menjadi strategi untuk menghindari tanggung jawab 
institusi atas segala tindakan yang dilakukan anggotanya. 

“Padahal banyak kasus KS itu terjadi dalam hubungan relasi kekuasaan, 
baik kasus mantan Kapolres Ngada, kasus KS di Sikka, kasus KS di Kanis 
TPPO yang dilakukan AKP YYK, maupun kasus KS di SBD dan semuanya 
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dilakukan oleh orang harusnya menjadi pelindung dan teladan,” kata 
Lerry. 

Menurut Lerry, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban 
adalah salah satu faktor. Ada juga pengaruh dari  kontribusi  berbagai 
industri hiburan dan media yang  sering menampilkan narasi vulgar 
hingga membuat banyak orang kehilangan sensitivitas terhadap nilai-
nilai etika, ataupun hal-hal yang sakral seputar seksualitas. Faktor lainnya 
juga adalah ada  peluang dan lemahnya pengawasan ditingkat Institusi. 

‟Saya melihat sepertinya fungsi pengawasan tidak berjalan soal kinerja, 
integritas para perwira sehingga walaupun ada masalah tapi promosi 
mereka terus melaju karena tanda kutip seolah olah tak terdeteksi oleh 
institusi Polisi bagaimana track record dan integritas mereka, sehingga 
dia bisa lolos menjadi Kapolres Ngada,” kata Lerry.  

Begitu pula dengan Kanit TPPO Ditreskrimum Polda NTT, AKP YYK. PIAR 
NTT punya catatan terhadap track record YYK waktu menangani kasus 
TPPO sehingga berkesimpulan  waktu itu bahwa polisi adalah bagian dari 
masalah tingginya Kasus TPPO. 

”PIAR punya banyak catatan tentang penanganan kasus TPPO dan para 
pemainnya bahkan waktu itu saya sampai melaporkan Direskrimnya ke 
Kapolri.Tapi itu tidak menjadi indikator yang dipakai dalam promosi 
jabatan,” kata Lerry lagi. 

Ia menyebut masih banyak contoh lain yang bisa digali lebih jauh.  Ada 
pengalaman PIAR dalam mendampingi korban kasus kekerasan berbasis 
gender (penelantaran) yang pelakunya adalah anggota polisi Polda NTT. 
Menurut laporan PIAR NTT bahwa akar masalah diduga per-selingkuhan 
sehingga lari meninggalkan tugas selama 9 bulan berujung 
Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH ). 

Anehnya, sudah dipecat dengan tidak hormat, ternyata bisa dipromosi 
menjadi Kapolsek Amarasi di Polres Kupang.  

Sebelumnya, Flory Orpa Tineke Bartels, istri AKP Laurensius Daton Sabon 
pada Rabu (24/2/2025)  mengakui menghadiri sidang etik terhadap 
suaminya (istri AKP Laurensius Daton Sabon) di Polda NTT pada 16 
Januari 2014 terkait kasusperselingkuhan, kasus penelantaran anak dan 
istri, kasus kekerasan terhadap istri serta meninggalkan tugas selama 
enam (6) bulan tanpa kabar.  
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AKP Laurensius Daton Sabon kabur ke Batam bersama wanita idaman 
lain (WIL) yang juga selingkuhannya Mariana Lobo Nona. ”saat itu, saya 
dengar langsung, suami saya )Laurensius Daton Sabon) diberhentikan 
tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Flory Orpa Tineke 
Bartels. 

Sementara hasil penelusuran Tim Media ini menemukan bahwa Polres 
Lembata pernah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap 
Laurensius Daton Sabon masih berpangkat Inspektur Dua (Ipda) sesuai 
surat nomor: DPO/03/XII/2011/Reskrim tertanggal 9 Desember 2011 
ditandatangani Kasat Reskrim Polres Lembata selaku penyidik Iptu 
Nidemus Ndoloe.  

Dalam surat ini pula disebutkan bahwa Laurensius Daton Sabon 
ditetapkan sebagai DPO terkait laporan polisi nomor: LP 090/XI/SPKT 
Polres Lembata tertanggal  24 November 2011. 

”Ini kan bukan masalah perbuatan oknum, tapi masalah sistem 
pengawasan yang sangat buruk, atau memang ada mafioso dalam 
institusi Polri di mana yang baik di jauhkan dan yang punya track record 
buruk dipromosi,” ujarnya. 

PIAR merekomendasi evaluasi menyeluruh terhadap Polri khususnya 
Polda NTT terkait rentetan kasus kekerasan seksual ini. Kasus-kasus 
tersebut harus diusut tuntas secara transparan dan pelakunya diberikan 
sanksi pidana bukan sekedar etik agar dapat menghadirkan keadilan 
bagi korban dan keluarga korban.  

”Reformasi institusional atas Polri yang lebih mendalam harus segera 
dilakukan guna mencegah berulangnya kekerasan seksual dan 
kekerasan berbasis gender lainnya oleh anggota kepolisian di masa 
datang karena  saat etika tak lagi dijunjung tinggi dan ditinggalkan serta 
pengawasan melemah  dan longgar maka degradasi moral akan 
memberi ruang bagi pelaku yang memiliki relasi kuasa yang dominan,” 
tegasnya.  

Salah satu celah inilah dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mencari 
kepuasan pribadi, bahkan lewat cara yang melanggar hukum sekalipun. 
Reformasi kultural di tubuh polisi belum berjalan sesuai yang publik 
harapkan  

Secara terbuka Lerry Mboeik mengkritik peran Itwasda Polda yang tak 
berfungsi sebagaimana diharapkan, terbukti dengan banyaknya kasus 
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kekerasan berbasis gender di wilayah Polda NTT tak berjalan  karena 
pelakunya internal institusi Polda, maupun eksternal.  

Istilah no viral no justice kata dia, menjadi bentuk protes masyarakat 
dikarenakan kasus-kasus seperti ini terlalu lambat. Malahan berkas 
perkaranya bolak balik sampai 5- 8 kali hingga menyebabkan seringkali 
korban pasrah dan malas melanjutkan kasus-nya karena ereka lebih 
dekat dengan pelaku yang adalah dari institusi mereka sendiri.  

Bila perwira Polri yang terlibat dalam kejahatan serius baik KS, TPPO, 
kasus narkoba ini, menunjukkan adanya masalah mendasar dalam 
pembentukan etika dan moralitas di kalangan aparat penegak hukum. 
Sebab  bicara penegakan hukum  tidak hanya patuh pada aturan, tetapi 
juga nilai-nilai moral. Kasus perwira sebenaranya memberi kesimpulan 
bagi kita bahwa seorang perwira tidak menjamin bahwa moral mereka 
baik. 

“Untuk itu pendidikan etika, moral harus  terus dilakukan dan pembinaan 
yang terus menerus serta pengawasan yang diperketat. Buang itu saling 
backup yang katanya saling melindungi yang akhirnya merusak 
institusi/lembaga. Selain itu reward maupun punishment tidak boleh 
subyektif Kapolri semata tanpa melihat track record dan kinerja,” 
imbuhnya. 

Kasus-kasus ini harus diusut sampai tuntas tidak hanya dalam sidang 
etik, agar kepastian  proses hukum berjalan adil dan transparan serta 
kasus-kasus mantan Kapolres fajar dan kasus-kasus KS lainnya harusnya 
jadi momentum bagi reformasi kepolisian. ”Kami berharap kasus serupa 
tidak lagi terjadi  di masa yang akan datang agar kepercayaan publik 
dimana polisi sebagai garda depan pelindung dan penegakan hukum 
yang adil boleh terbangun dimasyarakat,” imbuhnya. 

Ia menyoroti faktor relasi kuasa menjadi salah satu penyebab pelaku 
apalagi jika pelaku perwira seolah 'terlindungi' dari hukuman atas 
perbuatannya, untuk itu perlu di treatmen secara khusus. Dalam kasus-
kasus KS ini kita perlu memastikan korban dilindungi untuk 
mendapatkan rasa aman baik phiskis maupun fisik, masyakat sipil/publik 
perlu mengawal secara serius karena publik lengah kasus hilang 
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Data  PIAR NTT menyebutkan selama Januari-Agustus 2025 menemukan 
tujuh (7) kasus KS di Polda NTT melibatkan oknum anggota Polri baik 
berpangkat perwira  dan bintara. Kasus-kasus KS antara lain: 

1. Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman yakni 
diduga melakukan kejahatan  seksual terhadap tiga anak  dan 1 
orang dewasa. Pada tahun 2024 – Januari 2025). 

2. Anggota Satlantas Polresta Kupang Kota, Briptu Muhammad Rizky 
diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi  SMA. 
(Mei 2025). 

3. Anggota Polres Sikka, Aipda Ihwanudin  Ibrahim diduga melakukan 
kekerasan  seksual terhadap anak. (Maret 2025) 

4. Anggota Polsek Wewewa Selatan Polres Sumba Barat Daya, Aipda 
Paulus Salo diduga melakukan pelecehan sesksual kepada korban 
pemerkosaan (Maret 2025). 

5. Anggota Ditsamapta olda NTT, Brigda Donald Acoustic Agoha 
Dappa melakukan kekerasan seksual, fisik dan psikis terhadap 
pacarnya seorang mahasiswi (Kekerasan dalam Pacaran), (Juni 
2025) 

6. Kanit  TPPO Dtreskrimum Polda NTT, AKP Yance Yauri Kadiaman 
diduga melakukan video call sex dengan JVC (Juli 2025) 

7. Sekretaris Pribadi Wakapolda NTT, Kompol Boyke Alexander 
Rawung terciduk di dalam kamar bersama seorang Polisi Wanita, 
Brigpol I, di salah satu kamar hotel di Kabupaten Sumba Tengah.  

Dari ketujuh kasus KS ini, Lerry Mboeik mengungkapkan hanya satu 
kasus KS yang sampai ke pengadilan yaitu kasus KS yang melibatkan 
mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Sedangkan 
enam kasus KS lainnya disidang etik di mana hanya dua anggota yang 
dipecat sedangkan empat lainnya tidak. 
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Pengawasan Internal Polri Gagal 

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT, Veronika Ata mengatakan 
bahwa polisi yang seharusnya menjadi pengayom namun sebaliknya 
justru menjadi pelaku kejahatan seksual.  

”Ini sangat memprihatinkan karena kebanyakan  anak -anak menjadi 
korban. Anak yang semestinya menjadi generasi penerus dan harapan 
bangsa, namun dirusak masa depannya,” katanya. 

TPKS yang melibatkan anggota polisi jelas Tory Ata, demikian disapa-- 
mencerminkan  kegagalan   dalam mekanisme rekrutmen, pengawasan 
internal dan jenjang kepangkatan. Karena itu dia 
mempertanyakan  sejauhmana mekanisme dan persyaratan menjadi 
seorang anggota Polri yang berpredikat pengayom rakyat. Kita tidak bisa 
tolerir terhadap pelaku  karena status atau seragamnya.” kata Tory Ata. 

Menurut dia, mestinya  ada pemberatan hukuman sebagaimana yang 
diamanatkan oleh UU 35/ 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  

Hukuman pidana bisa ditambahi 1/3 dari total hukuman apabila 
pelakunya adalah orang tua, tenaga pendidik, orang yang harusnya 
memberikan perlindungan, termasuk aparat penegak hukum . 

Kapolda NTT  Irjen Pol Rudi Darmoko diharapkan secara serius menindak 
tegas setiap pelaku TPKS, tidak ada impunitas terhadap pelaku yang 
notabene oknum Polisi. Selain itu  polisi didesak melakukan  reformasi 
menyeluruh mulai dari sistem rekrutmen, pendidikan gender, 
perlindungan anak dan HAM dan  pengawasan oleh pimpinan, 
membangun budaya anti-kekerasan serta melakukan psiko tes secara 
berkala dan berjenjang. 

"Kami menolak dengan tegas ketika korbannya adalah perempuan 
dewasa lalu dikatakan suka sama suka sehingga tidak diproses. Apabila 
sudah ada bukti permulaan yang cukup misalnya saksi korban ditambah 
salah satu alat bukti lain, wajib diproses hukum hingga putusan 
pengadilan," sambung Tory Ata serta mengajak semua pihak untuk 
melindungi anak- anak di NTT. 

Menyikapi banyaknya kasus KS yang terjadi ke unsur kepolisian, LPA NTT 
telah berkolaborasi dengan jejaring LSM-  SAKSIMINOR untuk 
memberikan pendampingan hukum, psikologis kepada korban serta 
rumah aman.  
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Tim Kuasa Hukum  terdiri dari: unsur-unsur LPA NTT, LBH APIK NTT, 
Rumah Harapan GMIT dan Rumah Perempuan. Mereka juga 
berkoordinasi dengan kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Komnas HAM, LPSK 
untuk memastikan proses hukum secara transparan serta menerapkan 
pasal-pasal yang relevan dengan perbuatan pelaku," katanya. 

LPA NTT juga menyampaikan masukan tertulis kepada penyidik dan 
Kejaksaan agar pasal yang digunakan sesuai UU 12/2022 tentang TPKS, 
UU Perlindungan Anak, dengan pemberatan hukuman. 

“ Karena pelaku adalah aparat penegak hukum. Kami juga mengusulkan 
UU TPPO namun hingga saat ini belum diterapkan kepada pelaku utama 
yakni mantan Kapolres Ngada,” kata Tory Ata lagi. 

Dia  menambahkan bahwa dia menulis opini di berbagai Media dengan 
judul : Surat Terbuka kepada Kapolda NTT.  LPA NTT juga sudah 
berkolaborasi dengan Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) 
NTT  melakukan RDP dengan Komisi III dan Komisi XIII DPR RI. 

" Kami juga melakukan kampanye dan sosialisasi  melalui Radio dan 
media mainstream maupun media sosial,  tentang Pencegahanan dan 
penangan Kekerasan seksuaksual terhadap anak dan perempuan," 
ujarnya 

 Tory Ata mengecam, keterlibatan perwira polisi dalam kasus KS. 
“Perbuatan oknum perwira ini bukan saja mencoreng institusi kepolisian 
namun telah mencederai kepercayaan publik di NTT,” katanya sambil 
menambahkan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum karena secara 
konstitusi, semua orang sama di depan hukum. 

Polda NTT Berikan Sanksi Tegas  

Kapolda NTT Irjen Pol. Rudi Darmoko mengaku memberikan sanksi tegas 
kepada semua anggotanya. Termasuk melakukan pengawasan terhadap 
kinerjanya anggotanya dalam melaksanakan tugas. ”Kita akan berikan 
sanksi tegas bahkan kita pecat jika terbukti melakukan pelanggaran 
berat,” tegas Rudi Darmoko. 

Dalam beberapa kasus jelas Rudi, pihaknya sudah melakukan pemecatan 
termasuk mencopot anggota dari jabatannya setelah terbukti 
melakukan  pelanggaran etik dan disiplin. Sedangkan untuk kasus 
pidananya diproses secara hukum. 
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Rudi Darmoko  juga amelakukan teroboson dengan mendatangkan ahli 
mode terapi agar bisa selalu sehat baik fisik maupun mental.   

Gebrakan itu dibuatnya karena semua masyarakat khususnya sebagai 
anggota Polri pastinya punya masalah dengan diri maupun keluarga, 
akibatnya hal itu bisa menyebabkan masalah-masalah yang tidak 
diinginkan bersama.  

"Saya contohkan reserse, dia di rumah punya masalah, kemudian saat 
berdinas datang ke kantor. Tiap detik berapa laporan Polisi yang mereka 
Terima. Masyarakat datang bawa masalah, sedangkan Polisi itu juga 
punya masalah pribadi. Jadi sebagai manusia pasti punya keterbatasan. 
Kalau ini kita tidak netralkan bagaimana dia bisa lakukan tugasnya 
dengan baik," kata Rudi Darmoko, kepada media ini, Kamis (21/8/2025). 

“Dampaknya dalam pelayanan masyarakat dia bisa saja bertindak kasar. 
Mungkin yang paling buruk itu bisa lakukan pelecehan, kan kita tidak tau 
penyebabnya yang sampai sekarang ini belum ada teknik untuk 
membenahinya. Kita memang ada psikolog, tapi teknik yang ada belum 
efektif untuk membenahi," tambahnya. 

Oleh sebab itu, dirinya mencari jalan keluar bekerja sama dengan Ahli 
Psikolog kesehatan fisik dan mental untuk bersinergi membenahi 
Anggota Polda NTT terkait kesehatan mentalnya.  

Rudy berkomitmen untuk membenahi dari dalam diri baru bisa 
diterapkan marwah Polri yang sesungguhnya di tengah-tengah 
masyarakat sebagi Pelindung, Pengayoman dan Pelayan Masyarakat. 

"Saya berupaya untuk membenahi dari dalam diri dulu, setelah Anggota 
sudah baik baru pelaksanaan tugasnya bisa lebih baik lagi. Percuma saja 
kalau saya tidak benahi mental anggota saya, pasti marwah Polri tidak 
bisa berjalan baik seperti yang kita harapkan," Jelasnya.  

Ia bahkan mengatakan seluruh anggota Polda NTT akan berupaya 
diterapi, dan katanya pada tanggal 17 Agustus 2025 akan dibuka terapi 
massal lewat zoom. Semua Anggota Polda NTT yang mengalami 
gangguan fisik maupun mental akan didorong untuk diterapi oleh 
psikolog yang sudah disiapkan.  

Sementara Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika 
Chandra  Selasa (19/8/2025) mengaku polisi tidak boleh melakukan 
kekerasan seksual atau asusila. 
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Namun salah satu penyebab terjadinya kasus KS  tersebut karena jumlah 
anggota Polda NTT yang terbilang cukup banyak hingga mencapai 
12.000 anggota.  

 "Kalau satu dua anggota tetap tidak kita tolerir. Tapi ini sudah banyak, 
sehingga menjadi refleksi kita untuk perbaikan yang lebih baik," katanya. 

Menurut Henry, Polda NTT tetap menegakkan aturan ketegasan bagi 
setiap anggota nya yang melakukan perbuatan asusila atau kekerasan 
seksual, terkhusus nya terhadap remaja dan anak di bawah umur.  

"Kita sudah tegakkan aturan dan kita juga sudah lakukan upaya-upaya 
pencegahan dengan lakukan sosialisasi kepada anggota dan juga kita 
berikan sanksi berat bagi yang lakukan perbuatan asusila," jelasnya.  

Salah satu contoh ketegasan Polda NTT sebut dia, kasus Kompol Boyke 
Alexander Raung  yang kedapatan dalam kamar bersama seorang 
oknum anggota Polwan berinisial Brigpol I, di salah satu hotel di 
Kabupaten Sumba Tengah. 

Di mana kata dia, sebelumnya sudah dikeluarkan Surat Telegram untuk 
menduduki Kasat Lantas Polresta Kupang Kota, namun sekarang sudah 
dinonaktifkan.  

Hingga saat ini belum ada data berapa kasus KS yang melibatkan 
anggota Polda NTT . Namun dia mengakui cukup banyak anggota Polda 
NTT yang terlibat dalam kasus tersebut dalam dua tahun belakangan 
ini.  "Ya kalau mau dilihat banyak juga," jawabnya.  

Komisioner Kompolnas, Choirul Anam melihat fenomena KS melibatkan 
oknum Polri sebagai pelaku mencerminkan kondisi internal kepolisian di 
sana. 

 ”Saya kira memang harus diambil tindakan tegas. Beberapa kasus yang 
terjadi ternyata dibuka sendiri oleh mekanisme pengawasan internal 
kepolisian. Kami mengapresiasi hal tersebut. PR-nya (Pekerjaan Rumah) 
dalam konteks ini adalah harus ada penindakan yang tegas,” imbuhnya 
kepada Tim Media, Kamis (21/8/2025). 

Menurut Anam, sanksi etik saja tidak cukup, tetapi harus ada sanksi lain. 
Mekanisme pemberian sanksi dan pengawasan ini memang harus lebih 
efektif dalam mencegah terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan 
Polda NTT.  
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Yang tidak kalah penting adalah mekanisme pengawasan dari 
masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam konteks ini sangat penting.  

”Sebab tanpa kontrol dari masyarakat, akan sulit bagi kita semua. Nah, 
kerja sama antara pengawas internal, pengawas eksternal seperti 
Kompolnas, dan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memastikan 
kasus-kasus seperti itu tidak terjadi lagi,” imbuhnya. 

Secara umum dia berpendapat proses rekruitmen dan penilaian serta 
penempatan anggota di tubuh Polri sudah sangat bagus. Fenomena 
kasus KS di tubuh Polda NTT hanyalah merupakan perbuatan oknum 
(pribadi) yang memang memiliki problem sosial dan problem lainnya 
sehingga berdampak kepada perilaku yang sangat buruk. 

Karena itu, sekali lagi Choirul Aman menegaskan bahwa pengawasan 
internal dan eksternal harus diperketat. Jika ada pelanggaran maka harus 
diberikan sanksi tegas jangan sampai ditutup-tutupi guna melindungi 
pelaku sehingga mampu memberikan efek jera. 

Choirul Anam sepakat jika pelanggaran yang dilakukan tidak semata-
mata diproses secara etik namun harus diproses secara pidana pula apa 
bila memang ada pelanggaran pidana. Hal ini guna memberikan efek 
bola salju yang sangat penting dalam pengawasan guna memastikan 
setiap anggota tidak melakukan pelanggaran. 

”Sebenar-nya, hormat menghormati terutama dalam konteks kesetaraan 
gender sangatlah penting sebagai suatu kesatuan kebudayaan. Tanpa 
ada budaya yang ramah terhadap perempuan dan tidak ada kesetaraan 
gender maka problem kekerasan terhadap prempuan dan berbasis 
gender tetap terjadi,” pungkasnya.  

(Artikel ini merupakan hasil liputan kolaborasi sejumlah media 
tergabung dalam Tim Liputan Investigasi di Nusa Tenggara Timur terdiri 
dari KataNTT.com, Harian Umum Victory News, metronewsntt.com dan 
wartatimor.com). 
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Jalan Terjal Keluarga Korban 
Extra Judicial Killing Mencari 

Keadilan: Polisi Pembunuh 
Pelajar Itu Akhirnya Dipecat 

 

Terpidana kasus pembunuhan pelajar, Robig Zaenudin menjalani persidangan di Pengadilan Negeri 
Semarang, Jumat, 8 Agustus 2025. (Foto: Serat.id) 

 

Dalam pesan singkat itu tertulis, „‟Gamanya sudah pulang belum pak. 
Kemarin terpencar pas mau pulang. Saya di rumah sakit. Tadi malam 

ada begal. Terus terpencar.‟‟ 

 

UMAT, 8 Agustus 2025, menjadi hari yang dinanti keluarga Gamma 
Rizkynata Oktafandy (17). Hari itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Semarang, membacakan putusan atas kasus penembakan pelajar 

SMK 4 Semarang tersebut oleh polisi hingga tewas. 

Majelis hakim dengan Hakim Ketua Mira Sendangsari itu menjatuhkan 
vonis 15 tahun penjara  dan denda Rp 200 juta kepada anggota Satuan 

J 
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Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polrestabes Semarang, Aipda Robig 
Zaenudin (38). 

Polisi itu dijatuhi hukuman maksimal sesuai dengan tuntutan jaksa 
karena terbukti melakukan penembak terhadap tiga pelajar. Dalam 
kejadian itu, Gamma meninggal dunia, sedangkan dua lainnya 
berinisial  S dan A mengalami luka tembak. 

Penembakan secara membabi buta itu terjadi di depan Alfamart, Jalan 
Penataran Raya, Kalipancur, Ngaliyan, Kota Semarang pada Minggu, 24 
November 2024 sekitar pukul 00.20 WIB.   

Majelis Hakim menilai Robig dinyatakan secara sah dan meyakinkan 
telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Hal itu 
melanggar Pasal 80 Ayat (3) dan Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Upaya keluarga Gamma untuk mendapatkan keadilan tidaklah mudah. 
Mereka harus berjuang keras menemukan bukti-bukti untuk 
membongkar kasus tersebut, di antaranya mencari rekaman CCTV di 
lokasi kejadian dan meminta keterangan kawan-kawan korban. 

Sebab, kasus tersebut diduga sarat dengan praktik obstruction of 
justice (merekayasa kasus dan pengaburan fakta). Praktik itu terjadi 
setelah aksi sadis, selama penyidikan hingga saat persidangan.  

Betapa tidak? Meski Polda Jawa Tengah menilai tindakan Robig sebagai 
tindakan yang berlebihan atau excess of action,  namun Polrestabes 
Semarang dengan Kapolrestabes Semarang kala itu, Komisaris Besar 
Polisi (Kombes) Pol Irwan  Anwar, sedari awal diduga berupaya menutupi 
kasus ini. 

Ia diduga berupaya agar kasus penembakan Gamma tak terungkap ke 
publik sebelum terjadi pencoblosan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Jawa Tengah pada Rabu, 27 November 2024.  

Sejumlah wartawan di Kota Semarang ketika menghubungi Irwan juga 
diminta untuk menahan pemberitaan tersebut. Alasan Irwan 
mempertimbangkan kondisi kebatinan keluarga Gamma.   

Di kalangan wartawan Semarang ada semacam imbauan dari wartawan 
berinisial D, kontributor media nasional yang dikenal dekat dengan 
Irwan. 
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Wartawan itu memberikan informasi bahwa kasusnya akan dirilis oleh 
Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar. “Mohon waktu dulu 
karena lagi fokus Pilkada,” tulis D dalam grup wartawan Provinsi Jawa 
Tengah, Senin, 25 November 2024 pukul 10.46 WIB. Namun, kasus 
ini  sudah ramai di media sosial Facebook, Twitter, dan grup-grup 
Whatsapp pada Minggu, 24 November 2024 siang.   

Ada dua akun yang aktif membagikan kejadian penembakan Gamma 
yakni “Nafas Tua” dan “Kyai Mbeler”. Dua akun tersebut mengaku sebagai 
tetangga Gamma dan orangtua dari teman Gamma di komunitas silat. 
Kemudian hanya segelintir media mainstream yang memberitakan kasus 
tersebut pada Senin, 25 November 2024 petang.  

Pada malam harinya, Kapolrestabes Semarang akhirnya melakukan 
konferensi pers terkait kasus tersebut. Saat jumpa pers di Mapolrestabes 
Semarang, Irwan menyatakan, penembakan dilakukan saat petugas 
melerai tawuran antargeng dan ada upaya penyerangan. 

“Anggota polisi melakukan upaya melerai, polisi diserang hingga 
dilakukan tindakan tegas (menembak korban),” katanya. 

Meskipun akhirnya penembakan yang menewaskan cucu mantan Kepala 
Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) di Polrestabes Semarang itu 
terbongkar. 

Terkait tudingan diduga berupaya menutupi kasus itu, mantan Kepala 
Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Semarang Komisaris Besar 
(Kombes) Irwan Anwar kepada jurnalis di Semarang menyatakan enggan 
memberikan tanggapan terkait tudingan keluarga Gamma. 

Perwira tinggi yang kini menjabat Kalemkonprofpol 
Waketbidkernadiansmas Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat 
Polri itu meminta tudingan tersebut agar dikonfirmasi ke Kepala Bidang 
Hubungan Masyarakat Polda Jateng Kombes Pol Artanto atau ke Kepala 
Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polrestabes Semarang Ajun 
Komisaris Besar Polisi (AKBP) Andika Dharma Sena. 

“Tanya ke Kabid Humas atau ke Andika yang menangani kasus tersebut,” 
ujarnya melalui pesan whatsApp, Minggu, 21 September 2025 pagi. 

Keluarga Tahu setelah Dihubungi Polisi  

Adapun kasus ini kali pertama diketahui oleh keluarga korban 
pada  Minggu, 24 November 2024. Pada pukul 12.15, telepon genggam 
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Santi, istri Agung, tante Gamma berdering. Dia ditelepon oleh 
Maemunah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Polrestabes Semarang. 

Sekretaris Satreskrim itu menanyakan, apakah Gamma merupakan 
keponakannya. „‟Kami jawab ya. Lalu, kami bertanya ada apa dengan 
Gamma? Dia bilang tidak ada apa-apa. Kami tanya kok tumben 
menelpon?‟‟ ungkap Agung yang menyatakan sudah kenal dengan 
Maemunah. 

Maemunah tidak menjelaskan, dia malah bermaksud ke rumah nenek 
Gamma di Jalan Borobudur Timur, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan 
Semarang Barat. Gamma setiap harinya tinggal di rumah neneknya, 
terutama selepas ibunya meninggal dunia kala Gamma masih SMP. 
Curiga sesuatu terjadi pada Gamma, istri Agung melarang datang ke 
rumahnya. Dia khawatir hal itu membuat nenek korban syok. 

Lalu, Agung dan istrinya ke rumah Maemunah di kawasan Perumahan 
Paramount, Jalan Simongan, Manyaran, Semarang Barat. Saat ditanyakan 
kembali terkait Gamma, Maemunah tak berani memberikan keterangan. 

„‟Akhirnya, Mbak Maemunah bilang tawuran,‟‟ katanya. Saat itu, dirinya 
tidak berpikir Gamma terkena tembakan hingga meninggal. 

Selang 10 menit kemudian, Wakapolrestabes Semarang Ajun Komisaris 
Besar Polisi (AKBP) Wiwit Ari Wibisono tiba di rumah Maemunah dan 
menjelaskan kronologinya. Wakapolres menjelaskan, pada Minggu dini 
hari terjadi tawuran antara Geng Seroja dan Geng Panggung di sekitar 
depan Perumahan Paramount. Keterangan serupa disampaikan 
Kapolrestabes saat jumpa pers. 

Berdasarkan kronologi versi polisi, saat itu Geng Panggung kalah dan lari 
menuju ke Pasar BK Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat 
untuk meminta bantuan temannya. Kemudian Geng Panggung gantian 
mengejar Geng Seroja ke arah Perumahan Greenwood Gunungpati. 

Saat terjadi tawuran datanglah Aipda Robig  yang hendak pulang ke 
rumahnya di daerah Gunungpati. Polisi tersebut hendak melerai tawuran. 
Anggota Geng Seroja melarikan diri dan dikejar anggota Geng 
Panggung. 

Kemudian anggota Geng Panggung berbalik mau menyerang anggota 
polisi yang melerai tawuran tersebut. Akhirnya anggota Reserse itu 
mengeluarkan tembakan peringatan dan kemudian mengenai korban 
Gamma. Pada saat itu posisi Gamma berboncengan motor bertiga. Posisi 



 

 

 26 

Gamma yang disebut polisi anggota Geng Panggung itu di tengah 
dengan membawa senjata tajam. 

Narasi perjalanan membawa senjata itu digambarkan saat rekonstruksi, 
mulai dari rumah indekos di daerah Subali III, Jrakah tempat awal korban 
bersama kawannya, A, S, F, N dan Si, berkumpul. Lalu, mereka 
berboncengan dengan tiga motor pergi ke Pusponjolo, kemudian ke 
Simongan hingga ke lokasi penembakan.   

Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio, menegaskan 
rekonstruksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP). Ia juga 
menyatakan tidak ada adegan tambahan dalam rekonstruksi tersebut. 
“Rekonstruksi sesuai BAP dan tidak terjadi senggolan, hanya mepet saja,” 
ungkap Dwi. 

Belakangan, diketahui kronologi versi polisi ada yang berbeda dari fakta 
di lapangan. Hingga akhirnya, Ajun Inspektur Dua (Aipda) Robig 
Zaenudin, penembak Gamma, disidang etik dan dijatuhi sanksi 
pemberhentian dengan tidak hormat dalam persidangan di Ruang 
Sidang Profesi dan Pengamanan Polda Jateng, Senin, 9 Desember 2024. 
Dan,  dipecat oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polda Jateng dalam 
sidang etik banding pada 14 Agustus 2025. 

Klaim polisi terkait tawuran di depan Perumahan Paramount itu 
dibantah oleh petugas Satpam Paramount. “Tidak ada tawuran di sini. 
Rekan saya yang bertugas malam juga memastikan tidak ada kejadian 
seperti itu. Kalau ada tawuran, kami pasti tahu dan melapor ke atasan,” 
ujar Satpam yang enggan disebutkan namanya. 

Tidak adanya tawuran itu diperkuat dengan keterangan sejumlah saksi. 
Berdasarkan rekaman closed-circuit television (CCTV) di sekitar lokasi 
penembakan juga tidak terlihat adanya tawuran. Dalam rekaman itu juga 
tidak ada aksi penyerangan kepada petugas kepolisian. 

Namun, yang terlihat dalam video pada pukul 00.19, Robig Zaenudin 
menghentikan motornya di tengah jalan. Dia lalu turun, agak 
sempoyongan. Tak berselang lama menembak korban yang melintas 
mengendarai motor. Tembakan itu mengenai Gamma hingga akhirnya 
tewas dan melukai dua temannya, Ad dan Sa.  

Kuasa hukum keluarga Gamma, Zainal Abidin Petir menegaskan, 
berdasarkan petunjuk dari saksi dan tersangka tidak ada penyerangan 
yang dilakukan oleh Gamma. „‟Dan, tidak ada yang mengancam Robig.‟‟ 
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Bahkan, teman Gamma berinisial S, awalnya menduga penembakan itu 
merupakan aksi pembegalan. Hal dia sampaikan kepada ayah Gamma, 
Andi Prabowo pada Minggu, 24 November 2024, sekitar pukul 05.59 
melalui pesan singkat, Whatsapp. 

Dalam pesan singkat itu tertulis, „‟Gamanya sudah pulang belum pak. 
Kemarin terpencar pas mau pulang. Saya di rumah sakit. Tadi malam ada 
begal. Terus terpencar.‟‟ 

Dalam kejadian itu, kata Agung, Gamma mengira dirinya terkena letusan 
mercon. Hal itu disampaikan kepada kawan satu motor korban di alat 
pemberi isyarat lalu lintas (Apill) dekat SPBU Manyaran, tak jauh dari 
lokasi kejadian. Korban pun meminta untuk dibawa ke rumah sakit. 

Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Kariadi Semarang oleh teman korban 
dengan luka tembak di atas pantat (pinggang). Gamma dinyatakan 
meninggal pada Minggu, 24 November 2024 sekitar pukul 01.00. 

Agung pun mempertanyakan, kenapa keluarga baru diberitahu pada 
pukul 12.15, padahal meninggal sekitar pukul 01.00. Saat hendak 
memastikan korban ke rumah sakit, Wakapolrestabes akhirnya 
menunjukkan foto jenazah Gamma di handphone-nya dan foto identitas 
diri Gamma. 

Setelah pihaknya mendapat informasi itu, Agung, menghubungi ayahnya 
Gamma, Andi Prabowo, dan memintanya ke Rumah Sakit Dr Kariadi. 
Sebab, dia sejak Sabtu malam, 23 November 2024, sudah mencari korban. 

Saat itu, pihak keluarga tidak mengetahui luka tembak Gamma baik di 
rumah sakit maupun setelah jenazahnya tiba di rumah duka. „‟Korban 
dalam kondisi sudah dikafani. Kami hanya melihat bagian mukanya saja,” 
jelas Agung.  

Dirinya baru mengetahui masih ada proyektil peluru di perut korban 
setelah proses ekshumasi di Tempat Pemakaman Umum Bangunrejo, 
Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jumat, 29 
November 2024. (*) 

 

Tulisan ini adalah hasil dari KAJI JATENG (Kolaborasi Jurnalis Investigasi 
Jawa Tengah) 
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Aipda Robig Tidak Mengantar 
Gamma ke RS 

  

Terpidana kasus pembunuhan Pelajar Semarang Robig Zaenudin saat mengikuti sidang Kode Etik Profesi 
Porli di Mapolda Jateng, Senin, 9 Desember 2024. Anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang itu 

tersandung kasus pidana selepas melakukan penembakan terhadap tiga pelajar Semarang meliputi 
Gamma Rizkynata Oktavandi, SA dan AD. (Foto: Serat.id) 

 

“Hasil temuan kami dari salah satu kesaksian korban lain. Pelaku 
sempat ketemu korban setelah penembakan, tapi dia tidak 

menceritakan apakah pelaku itu ikut ke rumah sakit RSUP Dr Kariadi 
atau tidak,” 

ENGACARA Aipda Robig Zaenudin (38), Bayu Arief, dalam 
persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang mengklaim, 
penyebab tewasnya Gamma bukan sebatas karena terkena 

tembakan. 

“Tapi juga dari lambatnya korban mendapat penanganan medis,‟‟ kata 
Bayu di PN Semarang, Selasa, 15 Juli 2025.   

P 
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Padahal sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar 
mengklaim selepas penembakan Robig membawa Gamma ke RSUP 
Kariadi Semarang bersama dua orang yang disebut sebagai lawan 
tawuran. 

Pengacara Aipda Robig Zaenudin, Herry Darman juga menyatakan, Robig 
mencari keberadaan para korban yang ditembaknya. 

Robig menanyakan keberadaan mereka kepada sejumlah orang yakni 
penjual nasi goreng dan pengguna jalan yang melintas. “Dari hasil tanya 
itu, dapat petunjuk, lalu dicari, ketemu. Selepas itu diantar ke RSUP 
Kariadi,” terangnya. 

Di rumah sakit itu, Robig bertemu  satpam lalu menitipkan dua korban 
luka penembakan ke rumah sakit. “Setelah itu klien saya melaporkan 
kejadian itu ke Polrestabes Semarang,” paparnya. 

Sementara itu, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang 
yang juga pendamping hukum keluarga Gamma, Fajar Muhammad 
Andika, membantah adanya narasi pelaku penembakan Aipda Robig 
Zainuddin sempat mengantar Gamma ke RSUP Dr Kariadi. 

Setelah penembakan, kata dia, pelaku dan korban memang sempat 
bertemu di salah satu pintu samping Klenteng Sam Poo Kong. Namun 
Aipda Robig Zainuddin tidak sampai mengantar korban ke rumah sakit. 

“Hasil temuan kami dari salah satu kesaksian korban lain. Pelaku sempat 
ketemu korban setelah penembakan, tapi dia tidak menceritakan apakah 
pelaku itu ikut ke rumah sakit RSUP Dr Kariadi atau tidak,” kata lelaki 
yang akrab disapa Dika itu.  

Bukti pelaku tidak mengantar korban diperkuat dengan pernyataan staf 
rumah sakit yang dia temui. Saat temannya membawa korban ke rumah 
sakit, staf rumah sakit ini memang melihat satu orang polisi.  

“Kalau kita menilai seorang langsung menunjuk dia polisi. Artinya orang 
tersebut berseragam polisi, karena staf ini langsung mengindikasikan 
bahwa dia polisi. Sementara, yang kami lihat bersama, pelaku ini kan 
ketika kejadian mengenakan pakaian biasa atau baju preman. Tidak 
memakai pakaian dinas, jadi ketika kita melihat penampilan seperti itu 
tidak langsung menyimpulkan dia polisi,” ungkapnya. 

 “Memang ada aparat kepolisian yang datang ke situ, berdasarkan cerita 
pegawai rumah sakit. Tapi saya menduga polisi itu berseragam, 
sedangkan pelaku tidak mengenakan seragam,” lanjutnya. 
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Staf Humas RSUP Dr Kariadi Semarang, Aditya Kandu Warendra 
mengatakan, pasien atas nama Gamma Rizkynata Oktafandy masuk ke 
ruang IGD tanggal 24 November 2024 sekira pukul 01.00. Gamma 
diantarkan oleh tiga orang, dua orang remaja dan satu polisi. “Ketiganya 
kami tidak kenal,” terangnya.  

Saat Gamma masuk ke ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP 
Kariadi Semarang sekira pukul 01.00 WIB itu, ayah kandung Gamma, Andi 
Prabowo (44) tengah mencarinya.  

Andi mencari Gamma mulai dari kampus Widya Husada, Krapyak, 
Semarang Barat. Lokasi ini menjadi tempat Gamma berlatih silat. Sebab, 
Gamma keluar pada malam itu hendak berlatih silat di kampus tersebut. 

Andi lantas menyusuri jalur arah pulang anaknya dari kampus tersebut 
hingga ke tempat tinggal Gamma di Jalan Borobudur Timur, 
Kembangarum, Semarang Barat sejauh sekitar 5 kilometer tetapi tak 
menemukan jejak Gamma.  

Gamma mengabari terakhir kalinya kepada ayahnya pada  Sabtu, 23 
November 2024, pukul 23.50. Kala itu, Gamma memberikan kabar kepada 
ayahnya hendak makan dengan Sa, teman baik Gamma.   

Andi juga telah mendatangi rumah Sa di Kelurahan Jrakah, Semarang 
Barat. Jarak antara rumah Sa dengan kampus Widya Husada, Krapyak 
kurang dari 1 kilometer. 

“Saya cari Gamma sendirian sambil telepon sampai puluhan kali. 
Handphone aktif tapi tidak diangkat. Kala itu saya takut terjadi sesuatu 
terhadap Gamma,” kata Andi.  

Saat ditanyakan kepada Ad, teman korban, dia  mengaku tidak 
mengetahuinya secara pasti karena selepas penembakan ketiga motor 
berpisah yakni motor yang dikendarai Gamma, dia dan Sa serta satu 
motor dikendarai NU dan RF.   

Dia baru tahu Gamma meninggal dunia pada sore hari menjelang magrib 
atau hampir 18 jam selepas kejadian. “Saya dan Gamma satu organisasi 
(paskibra) tapi tidak terlalu dekat karena dia adik kelas. Saya lebih dekat 
ke Sa,” paparnya. (*) 

Tulisan ini adalah hasil dari KAJI JATENG (Kolaborasi Jurnalis Investigasi 
Jawa Tengah) 
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Intimidasi: Amplop, Video, dan 
Teror Orang Tak Dikenal 

 

Mantan Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar merangkul eks Kabid Propam Polda Jateng 
Kombes Pol Aris Supriyono untuk memperagakan kasus penembakan Gamma, SA dan AD di Mapolrestabes 

Semarang, Rabu 27 November 2024. (Foto: Serat.id) 

 

Saat itu, Irwan mendatangi keluarga didampingi oleh Kepala Satuan 
Reserse Kriminal Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika 

Dharma Sena, Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) 
Kompol Hankie Fuariputra. Satu lagi sosok orang yang mendampingi 

Kombes Irwan yakni wartawan berinisial D. 

ARA keluarga dan korban penembakan Robig mendapatkan 
sejumlah intimidasi yang diduga berasal dari anggota kepolisian. 
Intimidasi tersebut dimulai selang satu hari dari peristiwa 

penembakan yang menimpa keluarga Gamma Rizkynata Oktafandy (17), 
pelajar SMK 4 Semarang.  

Mereka ketika itu didatangi oleh eks Kapolrestabes Semarang Kombes 
Pol Irwan Anwar untuk  membuat video pernyataan menerima kematian 
Gamma dan tidak akan menuntut atas kematiannya. 

P 



 

 

 32 

Saat itu, Irwan mendatangi keluarga didampingi oleh Kepala Satuan 
Reserse Kriminal Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika 
Dharma Sena, Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Kompol 
Hankie Fuariputra. Satu lagi sosok orang yang mendampingi Kombes 
Irwan yakni wartawan berinisial D. 

Keluarga mengira D adalah polisi sehingga tidak mencurigai keberadaan 
D di ruangan tersebut. D pulalah yang hendak bertugas merekam video 
tersebut. Video itu urung dibuat lantaran keluarga menolaknya. Bahkan, 
keluarga meminta foto pertemuan pada malam tersebut hendaknya 
tidak disebar dan hanya kebutuhan dokumentasi pribadi. 

Belakangan keluarga tak terima foto pertemuan tersebut tersebar di 
salah satu portal media online nasional. Media tersebut kemudian 
akhirnya me-take down foto tersebut. 

Sebelum permintaan video, utusan Kombes Irwan telah berulang kali 
mendatangi keluarga Gamma baik untuk mengabarkan kematian 
Gamma maupun untuk memberikan amplop yang diduga berisi uang. 
Pemberian amplop ini dilakukan sebanyak dua kali pada hari yang sama 
yakni Senin, 25 November 2024 siang dan malam.  

Pada siang hari yang memberikan adalah utusan Kapolrestabes 
Semarang. Adapun malam harinya diberikan langsung oleh 
Kapolrestabes Semarang. 

“Kami tidak membukanya karena keluarga kami sepakat untuk tidak 
menerima pemberian apapun dari kepolisian takut disalah artikan,” jelas 
paman Gamma, Agung (49). 

Kekhawatiran keluarga akhirnya terbukti ketika Irwan menyatakan di 
media bahwa kepada keluarga Gamma telah menerima santunan 
tersebut. Pernyataan itu membuat keluarga Gamma berang sehingga 
amplop itu dikembalikan selang sehari kemudian pada Selasa, 26 
November 2024. 

“Kami kembalikan dua amplop tersebut kepada Maemunah di rumahnya 
di Paramount,” kata Agung. 

Maemunah adalah PNS Polrestabes Semarang yang mengenal lama 
keluarga Gamma. “Kami tidak merasa terintimidasi dari pemberian 
amplop tersebut. Namun pemberian uang tersebut tidak ingin disalah 
artikan,” terang Agung. 
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Menurutnya, keluarga merasa terintimidasi ketika keluarga dilarang 
berkomunikasi dengan wartawan. Larangan tersebut dilontarkan 
penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda 
Jawa Tengah ketika mengambil Surat Pemberitahuan Dimulainya 
Penyidikan (SPDP) pada Kamis, 19 Desember 2024. 

Meskipun ada pelarangan, keluarga korban tetap keukeuh tetap 
melayani permintaan wawancara dari wartawan karena merasa 
wartawan atau media telah banyak membantu mengawal kasus Gamma 
sehingga kasus yang sebenarnya hendak dibelokkan menjadi kasus 
kenakalan remaja akhirnya terkuak sebagai kasus penembakan. 

“Kami masa bodoh terhadap larangan itu. Ya kami merasa terintimidasi 
tetapi kami harus terus dekat dengan wartawan,” ungkapnya. 

Keluarga Gamma juga merasa terintimidasi ketika berulang kali ada 
orang tak dikenal mendatangi rumah mereka lalu memfoto dan 
memvideonya. Kejadian seperti ini berlangsung hampir selama dua 
minggu paska kejadian penembakan. 

Aktivitas mencurigakan tersebut terekam dalam rekaman CCTV yang 
berada di lingkungan sekitar rumah nenek Gamma. “Yang paling 
terdampak dari aktivitas orang tak dikenal itu adalah nenek Gamma. Dia 
ketakutan, takut terjadi sesuatu.” 

Dari rentetan kejadian yang dialami keluarga Gamma, Kepala Bidang 
Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Tengah, Kombes Pol 
Artanto mempersilakan melaporkan kejadian tersebut ke pihak 
kepolisian. “Bila merasa ada yang mengganggu sebagai dasar dilakukan 
penyelidikan siapa yang dimaksud,” terangnya.(*) 

 

Tulisan ini adalah hasil dari KAJI JATENG (Kolaborasi Jurnalis Investigasi 
Jawa Tengah) 
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Main Tembak karena Kena 
Pepet 

 

Mahasiswa Semarang membentangkan spanduk bertuliskam Gamma sebagai aksi tuntutan terhadap 
kepolisian agar memproses kasus penembakan Gamma Rizkynata Oktavandi pelajar SMK N 4 Semarang 

dengan profesional pada Aksi Kamisan Semarang, Kamis 30 Januari 2025. Gamma ditembak mati oleh 
Robig Zaenudin, anggota Polrestabes Semarang. (Foto: Serat.id) 

 

Dan, sebenarnya dia tidak kena pepet kendaraan yang ditumpangi 
Gamma. Melainkan kendaraan yang ditumpangi orang lain. „‟Pepetan 

dengan motor yang dikendarai  klien kami, bukan motor yang 
ditumpangi Gamma,‟‟ 

OTIF penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy (17) terungkap 
saat Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) 
dengan jajaran Polda Jateng dan Polrestabes Semarang di 

Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Desember 2024.  
M 
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Adapun motif penembakan itu diungkap Kabid Propam Polda Jateng 
Kombes Aris Supriyono saat rapat dengar pendapat tersebut.  

Dia menjelaskan, Aipda Robig Zaenudin menembak siswa SMKN 4 
Semarang hingga tewas pada Minggu, 24 November 2024 lalu, bukan 
karena upaya membubarkan tawuran yang diduga terjadi. Ia menyebut 
Robig menembak Gamma karena kesal terkena pepet di jalan. 

Dan, sebenarnya dia tidak kena pepet kendaraan yang ditumpangi 
Gamma. Melainkan kendaraan yang ditumpangi orang lain. „‟Pepetan 
dengan motor yang dikendarai  klien kami, bukan motor yang 
ditumpangi Gamma,‟‟ jelas pengacara dari PBHI Jateng, Anindya Icha. 

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, di Mapolda Jateng, 
Kamis, 28 November 2024 mengatakan, memang tidak ada tembakan 
peringatan sehingga tindakan Robig ini masuk dalam excessive action. 
“Tidak ada. Tembakan itu mengarah langsung ke korban atau pelaku 
tawuran tersebut,” katanya. 

Keterangan ini diperkuat dengan rekaman CCTV di lokasi kejadian.  Hal 
ini berbeda dari keterangan tersangka yang menyatakan sudah 
mengeluarkan tembakan peringatan saat rekontruksi. 

Kombes Aris Supriyono menilai tindakan pelaku melanggar Peraturan 
Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan 
dalam  tindakan kepolisian.   

Hingga akhirnya, Ajun Inspektur Dua (Aipda) Robig Zaenudin, penembak 
Gamma, disidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak 
hormat dalam persidangan di Ruang Sidang Profesi dan Pengamanan 
Polda Jateng, Senin, 9 Desember 2024. Dan, dipecat oleh Komisi Kode 
Etik Polri (KKEP) Polda Jateng dalam sidang etik banding pada 14 
Agustus 2025. (*) 

 

Tulisan ini adalah hasil dari KAJI JATENG (Kolaborasi Jurnalis Investigasi 
Jawa Tengah) 
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Hak-Hak Anak yang Terabaikan 
 

“Kami menilai, ada prosedur yang ditabrak oleh penyidik. Ketika tidak 
ditemukan barang bukti. Polisi itu seharusnya melepaskan saksi korban 

ini. Bukan malah disuruh menginap hampir dua hari. Kami anggap 
kepolisian telah melanggar hak-hak anak dan menyalahi prosedur 

hukum di dalam UU acara pidana,” 

 

WAL pemeriksaan para saksi dalam kasus penembakan tiga 
pelajar hingga menyebabkan salah satunya, Gamma Rizkynata 
Oktafandy (17) meninggal itu berlangsung tanpa pendampingan 

orang tua maupun penasihat hukum. Padahal saksi yang mengikuti 
pemeriksaan di Mapolrestabes Semarang itu mayoritas anak-anak.  

Paman Gamma, Agung mengungkapkan, saat S (16), korban 
penembakan, di rumah sakit  dimintai keterangan oleh polisi namun 
tanpa didampingi orang tuanya. 

A (17) korban penembakan Aipda Robig Zainuddin juga saat mengikuti 
prarekonstruksi tidak didampingi kuasa hukum atau keluarga. 

“Saya tidak dijemput, disuruh datang sendiri ke Polrestabes Semarang 
untuk dimintai keterangan. Begitu sampai, saya diajak ikut pra 
rekonstruksi. Saya disuruh pakai masker dan masih memakai seragam 
sekolah,” kata A. 

Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang yang juga 
pendamping hukum keluarga Gamma, Fajar Muhammad Andika 
menyoroti sikap penyidik yang dinilai tidak profesional. Sebab, saksi atau 
korban lainnya yang terlibat kasus penembakan Aipda Robig Zainuddin 
mayoritas anak di bawah umur.  

Berdasarkan hasil temuan selama mendampingi para saksi maupun 
korban, kata dia, setidaknya ada beberapa sikap penyidik selama proses 
penyelidikan tidak ramah maupun tidak melindungi privasi anak. 

Pertama, ada saksi korban yang ditangkap secara sewenang-wenang. Dia 
dibawa ke kantor Polrestabes Semarang pada pukul 02.00. Saksi korban 
ini juga tidak mendapat pendampingan selama pemeriksaan. Padahal 

A 
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berdasarkan UU Perlindungan Anak, setiap anak yang berhadapan 
dengan hukum berhak mendapatkan pendampingan. 

“Keterangan anak-anak ini tidak bisa serta merta dianggap sebuah 
kebenaran. Karena dia belum bisa dianggap cakap atau dia belum bisa 
memilih ya atau tidak.‟‟ 

Kedua, kata dia, saksi lainnya yang pada saat peristiwa penembakan 
terpisah dengan korban. Saksi itu bahkan tidak mengetahui 
perkembangan kasus penembakan.  

Namun selang dua hari setelah kejadian, saksi korban ini saat sedang 
main di suatu tempat kemudian dihubungi anggota Polrestabes 
Semarang dan langsung dibawa ke tempat prarekonstruksi. 

“Lagi dan lagi tidak ada pendampingan dari siapa pun. Pihak penyidik ini 
mengabaikan hak anak untuk mendapatkan pendampingan baik dari 
orang tua maupun kuasa hukum yang harus dipenuhi,” jelasnya. 

Dika juga lalu menyoroti saat awal-awal proses penyelidikan. Dia 
menerima informasi, saksi anak ini tidak diberi ruang yang layak untuk 
beristirahat. Bahkan para saksi yang diperiksa ada yang tidur di lantai dan 
mereka disuruh menginap di kantor Polrestabes Semarang selama dua 
hari tanpa status yang jelas. 

“Kami menilai, ada prosedur yang ditabrak oleh penyidik. Ketika tidak 
ditemukan barang bukti. Polisi itu seharusnya melepaskan saksi korban 
ini. Bukan malah disuruh menginap hampir dua hari. Kami anggap 
kepolisian telah melanggar hak-hak anak dan menyalahi prosedur 
hukum di dalam UU acara pidana,” katanya. 

Selain itu, dia juga menyayangkan sikap penyidik dan jaksa penuntut 
umum yang nyaris meminta para saksi dan korban untuk membuka 
identitas mereka saat rekonstruksi. 

Hal ini menggambarkan penegak hukum tidak mengetahui privasi itu 
merupakan hak anak. Apabila hak privasi ini dilanggar, dia khawatir para 
saksi yang masih di bawah umur ini akan trauma atau mendapatkan 
stigma negatif dari lingkungannya. 

  



 

 

 38 

Pakai Peran Pengganti 

Perwakilan LBH Semarang lainnya, Tuti Wijaya juga mengkritik penyidik 
yang melibatkan para saksi maupun korban mulai dari pra rekonstruksi 
hingga rekonstruksi. Seharusnya peran anak di bawah umur ini memakai 
peran pengganti. 

“Penyidik kepolisian harusnya lebih sensitif dan memiliki kepekaan 
terhadap anak-anak. Kalau kemarin melihat pemberitaan agak sedikit 
membuka terkait identitas. Ini tentu jadi salah satu catatan yang harus 
diperhatikan,” ucap Tuti Wijaya. 

Tuti merasa khawatir dengan kondisi mental anak-anak dibawah umur 
tersebut. Sebab mereka harus menghadapi tekanan dari banyaknya 
masyarakat umum yang menyaksikan kegiatan pra rekonstruksi dan 
rekonstruksi peristiwa penembakan terhadap Gamma. 

“Bahkan dalam konteks SOP penanganan anak dibawah umur. Share 
foto itu untuk dipublikasi ke media itu tidak diperbolehkan. Identitas 
mereka harus benar-benar ditutupi dan ini menjadi evaluasi kita semua,” 
paparnya. 

Dia juga menyoroti minimnya pendampingan terhadap saksi dan korban 
di bawah umur. Terutama pendampingan untuk pemulihan psikis 
setelah mereka mengikuti berbagai proses hukum mulai dari 
pemeriksaan sampai rekonstruksi. 

“Idealnya pendampingan terhadap anak di bawah umur itu tadi setiap 
langkah mereka itu harus didampingi psikolog atau paling tidak keluarga 
supaya tidak menimbulkan trauma ke kemudian hari,” tegasnya. (*) 

 

Tulisan ini adalah hasil dari KAJI JATENG (Kolaborasi Jurnalis Investigasi 
Jawa Tengah) 
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Dua Keluarga Korban Minta 
Perlindungan LPSK 

Para korban yang terluka dari kejadian penembakan sebenarnya 
berhak mengajukan restitusi atau pengganti kerugian yang dibayarkan 

pelaku. 

EMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  menyatakan telah 
melakukan pendampingan dua keluarga keluarga dari kasus 
penembakan terhadap Gamma Rizkynata Oktafandy (17), pelajar 

SMK 4 Semarang.   

Wakil Ketua Lembaga LPSK Susilaningtias menuturkan, sejauh ini hanya 
ada dua pihak yang meminta perlindungan lembaganya terdiri dari ayah 
pelapor dan ayah korban luka. “Iya sementara hanya dua,” jelas Susi, 
Rabu, 15 Januari 2025. 

Susi mengaku, baru dua keluarga korban yang mengajukan diri untuk 
memperoleh perlindungan. Korban lainya, sejauh ini belum berminat. 
“Kami telah proaktif ke mereka, kami telah datangi, melakukan 
komunikasi intensif tapi kami melihat mereka masih ragu-ragu,” 
terangnya. 

Dia menyimpulkan keraguan dari para korban dan saksi lainnya akibat 
adanya diintervensi pihak lainnya. “Ya bisa jadi seperti itu (ada intervensi), 
karena keluarga ragu-ragu terus ketika mau mengajukan permohonan,” 
bebernya. 

Kendati begitu, dia berharap selepas ada keluarga korban yang meminta 
bantuan ke lembaganya, para saksi dan korban lainnya bisa melakukan 
hal serupa. “Selain karena terancam, mereka bisa meminta bantuan LPSK 
karena ingin mendapatkan hak-haknya,” terangnya. 

Dia mengungkap, para korban yang terluka dari kejadian penembakan 
sebenarnya berhak mengajukan restitusi atau pengganti kerugian yang 
dibayarkan pelaku. 

Para korban juga berhak mengajukan ke LPSK untuk dibantu pelayanan 
medisnya, pengobatannya, dan sebagainya. (*) 

Tulisan ini adalah hasil dari KAJI JATENG (Kolaborasi Jurnalis Investigasi 
Jawa Tengah) 
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Komnas HAM : Polisi Aipda 
Robig Terbukti Lakukan 

Extrajudicial Killing 

 

Ayah kandung Gamma, Andy Prabowo (paling kiri) mengikuti persidangan kasus penembakan anaknya 
dengan terpidana Robig Zaenudin, Jumat 8 Agustus 2025. (Foto: Serat.id) 

 

Komnas HAM menilai tindakan penembakan Robig telah melanggar 
prinsip-prinsip dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu 
legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan 

masuk akal. 

INDAKAN anggota Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) 
Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin (38) menembak para 
remaja di Kota Semarang adalah bagian dari pembunuhan di luar 

proses hukum (extra judicial killing).  

Hal itu disampaikan Koordinator Sub Penegakan HAM pemantauan dan 
penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Uli 
Parulian Sihombing. 

T 



 

 

 41 

Uli memimpin proses investigasi di Kota Semarang dalam kasus 
penembakan Gamma selama tiga hari mulai 28 November hingga 30 
November 2024. Uli mengatakan, kesimpulan pihaknya dalam kasus 
tersebut terjadi extra judicial killing dan pelanggaran hak hidup yang 
diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang HAM Tahun 1999. 

“Robig Zaenudin tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi 
terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendarai oleh tiga korban 
tersebut. Dia juga tidak dalam menjalankan perintah undang-undang 
untuk menembak tiga korban,” terangnya, Rabu, 15 Januari 2025. 

Robig juga telah melanggar tiga aturan dan perundangan-undangan. 
Pelanggaran hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak 
manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan (Pasal 33 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).   

Pelanggaran itu ditunjukan Robig dengan secara sengaja dan tidak 
mempunyai kapasitas berdasarkan undang-undang telah 
mengakibatkan hilangnya nyawa GRO  (Gamma) dan dua korban lainnya 
adalah bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan 
merendahkan martabat kemanusiaannya.  

Komnas HAM menilai tindakan penembakan Robig telah melanggar 
prinsip-prinsip dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu 
legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan 
masuk akal. 

Kemudian Robig melanggar pula Hak atas Perlindungan Anak (Pasal 52 
ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia).  Sebab, tiga korban yaitu GRO, SA dan AD statusnya adalah 
anak (berusia di bawah 18 tahun). Sedangkan Robig sebagai anggota 
Polri seharusnya tidak melakukan penembakan terhadap anak-anak 
tersebut, dan kepolisian dilarang untuk menggunakan senjata api ketika 
berhadapan dengan anak-anak. 

Uli menyebut, lembaganya memberikan lima rekomendasi kepada 
kepolisian dari kasus penembakan Robig di antaranya perlu melakukan 
penegakan hukum secara adil, transparan, dan imparsial, baik etika, 
disiplin, dan pidana kepada Robig. Selanjutnya, melakukan evaluasi 
secara berkala atas penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di 
lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk assesment psikologi secara 
berkala. 
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“Memberikan evaluasi pemahaman dan atau pengetahuan anggota polisi 
di lingkup Polda Jawa Tengah mengenai Peraturan Kapolri Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, 
khususnya untuk polisi tingkat bintara,” terangnya. 

Kasus penembakan Robig menambah daftar panjang aduan terkait polisi 
ke Komnas HAM.  Pada 2024 tercatat sebanyak  751 kasus. “Mayoritas 507 
kasus terkait pengaduan ketidaksesuaian proses penegakan hukum 
menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)  Semisal 
belum ditindaklanjutinya laporan masyarakat ke polisi,” sambung Uli. 

Obstruction of Justice 

Berkaitan dengan obstruction of justice, Dekan Fakultas Hukum dan 
Komunikasi (FHK) SCU, Dr Marcella Elwina Simandjuntak  menyebut, 
untuk membuktikan adanya tindakan obstruction of justice dalam kasus 
penembakan Robig terhadap tiga pelajar Semarang perlu menonaktifkan 
terlebih dahulu Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar dari 
kepolisian. 

Agar taat asas, hal ini dilakukan setelah didahului sidang etika dan 
disiplin yang digelar bagi Irwan. Selanjutnya setelah putusan 
pemeriksaan etik atau disiplin, jika benar ada tindakan  obstruction of 
justice maka dapat ditindaklanjuti pemeriksaan dugaan tindak pidana 
tersebut. 

Selepas itu perlu melakukan pemeriksaan dan pembuktian adanya 
obstruction of justice atau perbuatan menghalang-halangi proses 
pemeriksaan atau peradilan. “Jika terbukti baru dicopot atau dapat 
dipecat,” jelasnya. 

Irwan perlu diseret dalam kasus tersebut lantaran secara etis dan/atau 
disipliner memiliki tanggung jawab untuk membina anggotanya. Dalam 
hal ini Kapolres dapat dianggap tidak melakukan pembinaan anggotanya 
dengan baik, karena dia adalah atasan langsung terduga Pelaku. “Irwan 
memiliki kewajiban untuk membina dan menegakkan disiplin serta 
memelihara tata tertib kehidupan anggotanya,” paparnya. 

Robig sebagai anak buah langsung dari Irwan melanggar enam prinsip-
prinsip dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian meliputi pertama 
legalitas (semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang 
berlaku). Kedua, nesesitas (penggunaan kekuatan seharusnya hanya 
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dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan 
berdasarkan situasi yang dihadapi anggota). 

Ketiga, proporsionalitas (kekuatan digunakan secara seimbang dengan 
ancaman yang dihadapi anggota Polri atau masyarakat, sehingga tidak 
menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan). 

Keempat, kewajiban umum artinya meskipun anggota Polri diberi 
kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian 
sendiri (discretionary power), namun untuk menjaga, memelihara 
ketertiban dan menjamin keselamatan umum tersebut, penggunaan 
senjata api harus memperhatikan seluruh prinsip penggunaan kekuatan 
sebagaimana diatur dalam Perkap 1 tahun 2009 tersebut. 

Kelima, preventif (mengutamakan pencegahan, bukan excessive force). 
Keenam, masuk akal artinya tindakan kepolisian harus diambil dengan 
mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau 
perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya 
terhadap masyarakat. 

“Penembakan tersebut termasuk dalam kategori excessive force, karena 
tidak memenuhi semua prinsip di atas. Pihak yang menutup-nutupi hal 
tersebut, seharusnya dapat dikategorikan melakukan obstrucion of 
justice,” ujar Marcella. 

Sebelumnya, Irwan Anwar di hadapan pimpinan Komisi III DPR RI  secara 
terbuka menyatakan siap bertanggung jawab maupun dievaluasi buntut 
kelalaian anggotanya melakukan penembakan terhadap Gamma. 

Terpisah, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang yang 
juga pendamping hukum keluarga Gamma, Fajar Muhammad Andika 
menilai dalam penembakan itu ada bentuk penyelewengan pemaknaan 
“melindungi dan memberikan pertolongan kepada sesama” yang tertera 
dalam Pasal 5 huruf q Perkap No 7 Tahun 2022.  “Kesetiakawanan” ini 
nampak dipraktikkan dengan dugaan saling melindungi anggota 
tergambar dari praktik penembakan sewenang-wenang  yang dilakukan 
oleh pelaku, dan ditanggapi oleh Kapolrestabes Semarang dengan narasi 
yang sementara ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan. 

“Kami khawatir, apabila tidak ada tindakan tegas dan evaluasi besar-
besaran, praktik-praktik kekerasan dan represifitas bukan tidak mungkin 
akan terjadi,” tandasnya. 
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Dia mengatakan, impunitas tidak boleh terus menerus dilanggengkan 
oleh institusi ini, jika tidak, wajah polisi menjadi semakin buruk di mata 
rakyat karena tidak ada penindakan yang tegas, jelas, dan transparan 
terhadap pelaku yang melakukan tindak kekerasan bahkan hingga 
penembakan yang menghilangkan nyawa manusia. (*) 

 

Tulisan ini adalah hasil dari KAJI JATENG (Kolaborasi Jurnalis Investigasi 
Jawa Tengah) 
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Mengapa Praktik Suap dan 
Intimidasi Subur di Tubuh 

Kepolisian? 
 

emarang, Anggota kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Daerah 
(Polda) Jawa Tengah  yang tersandung kasus pidana diduga 
melakukan intimidasi dan suap untuk membungkam para korban 

dan keluarganya. 

Ini bisa dilihat dari beberapa kasus di antaranya kasus Gamma Rizkynata 
Oktavandi dan kasus kematian Darso. 

Para korban tersebut meregang nyawa di tangan polisi.  

Pengakuan dari para keluarga korban tersebut sempat mendapatkan 
intimidasi dan suap dalam proses mencari keadilan. 

Pakar Hukum Universitas Katolik Soegijapranata 
(Unika)  Semarang Theo Adi Negoro mengungkap, merujuk dari 
beberapa penelitian praktik suap dan intimidasi sebagian aparat adalah 
produk dari masalah struktural, budaya organisasi "teman jaga teman", 
dan lemahnya mekanisme pengawasan. 

Beberapa praktik tersebut akan sangat bermasalah jika dibarengi 
dengan kasus dugaan extrajudicial killing. 

Hal ini menciptakan ruang impunitas yang mendorong oknum-oknum 
aparat penegak hukum untuk menyimpang.  

Dalam kerangka hukum tata negara, hal ini bertentangan dengan rule of 
law dan due process, karena negara berkewajiban melindungi hak hidup 
dan keselamatan warga sebagaimana dijamin oleh konstitusi, sehingga 
penyalahgunaan wewenang menandakan kegagalan institusional. 

Suburnya praktik suap dan intimidasi juga bisa lahir dari budaya 
organisasi dan insentif. 

Budaya “hasil cepat” disertai tekanan atasan, nepotisme, upah yang tidak 
memadai, atau normalisasi kekerasan dalam praktik kepolisian dapat 
mendorong oknum mencari jalan pintas.  

S 

https://jateng.tribunnews.com/tag/jawa-tengah
https://jateng.tribunnews.com/tag/theo-adi-negoro
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“Jalan pintas itu termasuk jika terdapat dugaan suap untuk menutup 
kasus atau intimidasi untuk menghalangi saksi,” ungkap Theo, Rabu 
(17/9/2025). 

Ia menilai, praktik suap dan intimidasi yang dilindungi organisasi secara 
jelas mencerminkan adanya praktik impunitas.  

Praktik-praktik tersebut di antaranya  secara sengaja dan terbukti untuk 
menutup jejak, melindungi pelaku lain, menghalangi penyidikan lewat 
tekanan, suap, atau pembungkaman saksi. 

“Hal ini justru menimbulkan preseden buruk, bahwa hukum tumpul 
kepada orang-orang tertentu saja,” terangnya. 

Menurut Theo, praktik impunitas dari perspektif Hukum Tata Negara dan 
konstitusi merupakan hal yang serius. 

Sebab,  impunitas meruntuhkan rule of law, menghapuskan equality 
before the law, dan melemahkan legitimasi negara. 

“Solidaritas internal menjadi risiko institusional kalau tidak ada 
mekanisme pengawasan yang efektif dan kerelaan hati untuk mengikuti 
hukum meskipun yang tersandung hukum adalah teman sejawatnya 
sendiri,” jelasnya. 

Ia mendesak kepada para polisi yang terbukti melakukan dugaan 
penyuapan atau intimidasi yang berkaitan dengan pembunuhan, maka 
hal demikian dapat menjadi pertimbangan Hakim untuk menambah 
beban hukuman mereka. 

Hukuman lebih berat karena pelaku bisa mendapatkan beberapa pasal 
sekaligus, seperti penghalangan proses peradilan, penyuapan, 
pemaksaan, dan intimidasi.  

“Penindakan secara tegas itu justru dapat memulihkan legitimasi negara 
karena dianggap negara telah menjamin terlaksananya pelaksanaan 
hukum sesuai dengan prinsip rule of law dan due process of law. Hal ini 
mengisyaratkan bahwa aparat penegak hukum juga tidak kebal 
terhadap hukum,”  katanya.  

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Tengah, 
Komisaris Besar Polisi Artanto membantah soal adanya praktik suap dan 
intimidasi yang dilakukan anggotanya manakala terlibat kasus.  

https://jateng.tribunnews.com/tag/jawa-tengah
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Pihaknya justru mengklaim sebaliknya yakni menindak tegas anggota 
yang bersalah.  

“Kalau ada pelanggaran atau pidana yang dilakukan oleh oleh anggota 
tentunya itu harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku,” 
terangnya, Kamis (18/9/2025). (Iwn) 

 
 
Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Mengapa 
Praktik Suap dan Intimidasi Subur di Tubuh Kepolisian?  
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Extrajudicial Killing, Luka Lama 
yang Terus Berulang di 

Lampung 

 
Orangtua Mursalin menunjukkan foto anaknya. (Foto: Tim Lampung Geh) 

 

ampung Timur - JIBAH (50 tahun) memanggul dua karung berisi 
kelapa. Ia berjalan kaki sejauh 5 kilometer dari rumahnya menuju 
kebun kelapa. Siang itu, Jibah tak punya uang. Ia akan membawa 

kelapa tua itu ke pengepul. “Kalau dijual bisa Rp25.000,” kata Jibah, Ibu 
dari almarhum Mursalin, saat ditemui di rumahnya di Lampung Timur, 
Rabu 20 Agustus 2025. 

Duka mendalam masih menyelimuti keluarga Mursalin, pria berusia 40 
tahun asal Desa Bojong, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, 
tewas ditembak saat penangkapan oleh aparat kepolisian pada April 
2022 lalu. Keluarga menyatakan penembakan tersebut tidak sesuai 

L 
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prosedur dan hingga kini belum ada kejelasan hukum atas peristiwa 
tragis itu. 

Menurut keterangan keluarga, Mursalin ditangkap oleh aparat dari Polres 
Kabupaten Lampung Timur pada Rabu, 13 April 2022. Ia dijemput di 
rumah orang tuanya oleh sekelompok polisi berpakaian biasa yang 
membawa senjata api. Tanpa perlawanan, Mursalin dikabarkan langsung 
menyerah. Namun, satu jam kemudian, kabar duka datang: Mursalin 
meninggal dunia. "Jam 3 (dini hari) ditangkap, jam 4 sudah meninggal 
dunia," kata Adam (56), paman Mursalin. 

"Kami terkejut. Katanya pencurian, tapi kenapa sampai nyawa keponakan 
saya diambil?” tambahnya. 

Keluarga juga menyebut ada luka tembak di dada kiri yang tembus ke 
jantung, serta lebam di paha dan bagian tubuh lain. Mereka 
mempertanyakan mengapa peluru bisa menembus bagian vital jika 
Mursalin tidak melakukan perlawanan. 

“Dia cuma pakai sarung dan singlet. Nggak lari, nggak bawa senjata. 
Kalau sudah menyerah, kenapa masih ditembak?” lanjut Adam. 

Adik Mursalin juga mengaku merasa ditekan saat diminta 
menandatangani dokumen pengambilan jenazah. Keluarga mengatakan 
tidak ada penjelasan resmi dari pihak kepolisian soal kronologi 
penangkapan hingga penembakan. Keluarga juga diminta 
menandatangani surat yang menyatakan Mursalin sebagai pelaku 
pencurian. 

"Sampai hari ini, kami belum tahu persis bagaimana kejadiannya. Polisi 
tidak pernah datang ke rumah untuk memberi penjelasan. Kami hanya 
diberi jasad, itu pun sudah dijahit," ujar Susilawati (40), kakak pertama 
almarhum. 



 

 

 50 

 

Keluarga Mursalin di dalam rumah. (Foto: Tim Lampung Geh) 

Duka semakin dalam ketika ayah Mursalin, Jibah (50), meninggal dunia 
tepat tujuh hari setelah peringatan kematian anaknya, pada Jumat, 19 
April 2022. 

Menurut keluarga, sang ayah memang sedang sakit, namun sejak 
kematian Mursalin, kesehatannya memburuk drastis. Ia tidak sanggup 
melihat jenazah anaknya dan berkata ingin "menyusul Mursalin". 
Kondisinya memburuk, hingga akhirnya tidur dan tidak bangun lagi. 

Keluarga Mursalin telah melapor ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
Bandar Lampung dan mengadu ke Propam Polda Lampung. Namun 
hingga kini, belum ada tindak lanjut maupun kejelasan hukum. 

"Kami rakyat kecil. Mau lapor ke mana lagi? Kami hanya minta keadilan. 
Kalau dia salah, silakan dihukum sesuai hukum. Tapi nyawa itu tidak bisa 
dibayar," tegas Adam. 

Menurutnya, jika benar Mursalin melakukan pencurian, seharusnya ada 
proses hukum, bukan tindakan kekerasan yang berujung pada kematian. 
"Kami tidak ingin keponakan saya mati sia-sia. Jangan sampai kejadian 
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seperti ini terulang lagi pada orang lain. Nyawa itu dilindungi undang-
undang, bukan semudah itu dihilangkan," tambahnya. 

Mursalin merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ia tinggal 
bersama orang tuanya dan memiliki dua anak, salah satunya masih 
duduk di bangku SMP. Ia sempat merantau ke Jawa dan bekerja sebagai 
buruh pabrik, namun pulang ke Lampung Timur untuk merawat ayahnya 
yang sedang sakit. Sehari-hari, Mursalin membantu ibunya ke sawah, 
mengambil kelapa untuk dijadikan kopra, dan menanam sayur di 
halaman rumah. "Ia anak baik, tidak pernah neko-neko. Sudah pisah dari 
istrinya, fokus merawat orang tua," cerita Susilawati. 

Keluarga berharap Presiden Republik Indonesia dan institusi penegak 
hukum turun tangan untuk memastikan keadilan ditegakkan. Mereka 
khawatir jika tidak ada tindakan, peristiwa semacam ini akan terus 
berulang. “Jangan sampai polisi bertindak sewenang-wenang. Kalau 
seperti ini, bagaimana rakyat bisa percaya hukum?" kata Adam. 

Dalam delapan tahun terakhir, LBH Bandar Lampung mencatat tiga 
kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) 
terjadi di Kabupaten Lampung Timur, yang melibatkan aparat kepolisian. 
Sebanyak tujuh warga sipil tewas dalam tiga peristiwa berbeda akibat 
tindakan aparat yang diduga melakukan pembunuhan di luar proses 
hukum. 

 

Orangtua Romadon bercerita tentang penembakan di rumah. (Foto: Tim Lampung Geh) 
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Selain Mursalin, kesedihan mendalam juga masih menyelimuti keluarga 
Romadon (30 tahun), korban penembakan yang dilakukan oleh aparat 
kepolisian di Desa Batu Badak, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung 
Timur. Orang tua korban, Serifah (50) dan Wahab Ade Anom (55), masih 
sulit melupakan peristiwa tragis yang merenggut nyawa anak mereka. 

Peristiwa memilukan itu terjadi saat sore hari di bulan Ramadan, 
tepatnya 28 Maret 2024 lalu. Saat itu, Romadon sedang memperbaiki 
sandal di depan rumah ketika dua pria yang diduga anggota polisi 
datang dan langsung menyeret serta menembaknya di tempat. Sang ibu, 
Serifah, yang mencoba menghalangi penangkapan anaknya, justru 
menjadi korban kekerasan. 

"Dia keluar, dua orang langsung pegang, langsung nembak. Saya sama 
istrinya megangin, saya bilang 'jangan, Pak, bunuh saya aja'. Tapi malah 
saya ditendang dua kali," tutur Serifah dengan suara bergetar, saat 
ditemui di rumahnya, di Lampung Timur, Kamis (21/8). 

Akibat tendangan tersebut, Serifah mengalami luka yang hingga kini 
membuatnya sulit berjalan jauh. Ia menyaksikan langsung anaknya 
diangkat paksa dan dilempar ke dalam mobil polisi dari bagian belakang. 
Darah Romadon bahkan sempat bercucuran di ruang tamu rumah 
mereka sebelum ia dibawa pergi. “Rasanya habis (kehilangan) saya... sakit 
terus saya sejak itu," ujar Serifah lirih. 

Romadon dikenal sebagai anak sulung dari pasangan tersebut. Ia tinggal 
bersama orang tuanya karena belum memiliki rumah sendiri. Romadon 
juga diketahui memiliki dua anak yang masih duduk di bangku kelas 3 
SMP dan kelas 3 SD. 

Keesokan hari setelah Romadon dijemput paksa, keluarga mendapatkan 
kabar bahwa jenazah Romadon berada di RS Bhayangkara, Bandar 
Lampung. Namun sebelum membawa pulang jenazah, pihak rumah sakit 
menyerahkan sebuah surat yang harus ditandatangani oleh keluarga. 

"Kami disuruh tanda tangan surat, katanya supaya jenazah bisa dibawa 
pulang. Kami nggak baca isinya karena pikirannya sudah kalut. 
Belakangan kami tahu, surat itu menyatakan bahwa keluarga tidak akan 
menuntut," ujar Wahab, ayah korban. 

Hingga kini, keluarga belum mendapat kejelasan resmi dari pihak 
berwenang terkait dugaan penyebab penembakan. Romadon sempat 
dituduh terlibat pencurian, namun keluarga membantah keras. "Rumah 
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aja nggak punya, tinggal numpang sama orang tua. Mau dibilang maling, 
tapi apa yang mau dia curi?" ujar Saripah. 

 

Orangtua korban penembakan 5 remaja di Lampung Timur pada 2017 lalu. (Foto: Tim Lampung Geh) 

Selain Mursalin dan Romadon, ada lima remaja asal Kecamatan Jabung, 
Lampung Timur, tewas setelah diduga ditembak aparat kepolisian pada 
malam hari di kawasan Srengsem, Panjang, Bandar Lampung yang 
terjadi pada 2017 lalu. Peristiwa tragis ini menyisakan tanda tanya besar 
dan duka mendalam bagi keluarga korban. 

Korban tewas diketahui bernama Muhammad Syafaruddin (anak dari 
Dalom Dausumo Ahmad), Herman Efendi (anak dari Darma Mansyur), 
Yogi Yudistira (anak dari Minak Gadah Husin), Riko (anak dari Tuan Migho 
Ibroni) dan Indra Saputra (anak dari MK Jahunang Abdulmuin). 
Kelimanya masih berstatus pelajar, bahkan salah satu korban diketahui 
akan mengikuti ujian nasional SMK pada April 2017 silam. 

Tangis Nurhalimah pecah ketika mengenang anaknya, Syafaruddin, yang 
meninggal dunia secara tragis pada 1 April 2017 silam. Remaja berusia 17 
tahun itu tewas tertembak, hanya tiga sebelum mengikuti ujian sekolah. 
Hingga kini, keluarga masih mempertanyakan keadilan atas kematian 
anak keenam dari tujuh bersaudara itu. 
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“Saya bilang nggak apa-apa, pergi saja sama teman-teman,” kata 
Nurhalimah, mengenang percakapan terakhirnya dengan Syafaruddin. 

Saat itu, 5 remaja tersebut keluar rumah pada malam kejadian dengan 
rencana untuk makan-makan dan memancing di kawasan pantai. 
Mereka berangkat menggunakan tiga sepeda motor. Namun keesokan 
paginya, keluarga justru mendapat kabar bahwa anak-anak mereka telah 
tewas. 

Keesokan harinya, sekitar pukul 10 pagi, kabar duka datang. "Nggak ada 
polisi yang datang ke rumah. Saya pulang dari sawah, disuruh pulang 
sama ponakan. Tapi dia nggak berani bilang. Suami saya yang ngasih 
tahu, katanya Syafaruddin meninggal," tutur Nurhalimah. 

Rumah Nurhalimah yang berada di daerah Jabung, Lampung, mendadak 
ramai. Ia terkejut saat mengetahui anaknya tewas dengan tujuh luka 
tembak di dada. “Bajunya masih saya simpan sampai sekarang,” ucapnya 
sambil menahan tangis. 

 

Nurhalimah berada di makam anak di belakang rumahnya. (Foto: Tim Lampung Geh) 

Nurhalimah adalah warga asal Negara Saka yang sudah lama menetap di 
Jabung. Ia menyebut tidak pernah menerima penjelasan resmi dari pihak 
kepolisian. Bahkan hingga bertahun-tahun setelah kejadian, tidak ada 
kejelasan tentang status Syafaruddin yang disebut-sebut sebagai DPO 
(Daftar Pencarian Orang). “Anak saya nggak pernah jadi buronan. Dia 
habis pulang sekolah bantu saya di sawah, kadang bantu pasang tarup,” 
jelasnya. 
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Syafaruddin dikenal sebagai anak yang rajin dan suka membantu orang 
tua. Cita-citanya sederhana: ingin kuliah dan menjadi guru. “Seninnya dia 
mau ujian. Saya minta kepala sekolah keluarkan ijazah sebagai kenang-
kenangan, tapi katanya nggak bisa,” kata Nurhalimah lirih. 

“Kalau memang harus bayar, saya mau bayar. Tapi tetap tidak bisa. Foto 
dia mau ujian masih saya simpan. Kadang sebulan sekali saya lihat 
fotonya. Sedih pasti,” tambahnya.Perbesar 

Syafaruddin dimakamkan di belakang rumah. Setiap hari, Nurhalimah 
melihat makam anaknya—tempat yang kini telah di keramik setelah tiga 
tahun berlalu. “Dia anak yang baik, bantu antar pupuk ke sawah. Bukan 
anak jahat seperti yang dibilang. Tapi bagaimana kita bisa melawan 
polisi? Kita orang susah,” tambahnya. 

Sudah delapan tahun berlalu, namun luka kehilangan itu belum sembuh. 
Keluarga masih menggelar peringatan kematian Syafaruddin —hari 
ketujuh, setahun, hingga tiga tahun setelah kepergiannya. Kini, 
Nurhalimah hanya berharap satu hal, keadilan untuk Syafaruddin. 
“Mudah-mudahan suatu saat, kematian anak saya bisa terang dan seadil-
adilnya,” harapnya. 

Minak Gadah Husin, ayah Yogi Yudistira yang juga menjadi korban, 
mengatakan dari narasi yang didapat dari pemberitaan di media, polisi 
mengklaim terjadi baku tembak dengan para korban yang disebut 
sebagai residivis dan DPO selama hampir 10 tahun. Namun pihak 
keluarga membantah keras klaim tersebut. Mereka menilai informasi 
yang beredar tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

“Kami tidak paham kronologi pasti. Anak kami pergi malam itu untuk 
makan-makan ke pantai. Pagi-pagi kami dengar kabar mereka jadi 
korban penembakan. Polisi bilang baku tembak, tapi tidak ada senjata, 
tidak ada bekas tembakan di motor, dan jenazah penuh luka tembak,” 
ujar 

Keluarga juga mempertanyakan mengapa pihak kepolisian bisa 
langsung mengetahui nama-nama orang tua korban jika benar terjadi 
baku tembak di lapangan. Bahkan, saat jenazah dipulangkan, sudah 
terdapat papan nama dengan identitas korban, meskipun belakangan 
papan nama tersebut telah dibuang. 

Yogi Yudistira, disebut mengalami tujuh luka tembak, termasuk satu 
tembakan tembus dari mata hingga belakang kepala, serta tembakan di 
bagian lutut. Korban lainnya juga disebut mengalami 7 hingga 9 luka 
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tembak. Namun tidak ditemukan luka selain akibat tembakan, dan tidak 
ada bukti senjata api dari pihak korban. 

Salah satu hal yang paling menyakitkan bagi keluarga adalah beredarnya 
foto jenazah kelima anak tersebut yang disejajarkan, dengan beberapa 
anggota polisi tampak berpose selfie di belakangnya yang beredar di 
media sosial. 

“Foto itu sangat menyakitkan kami. Anak-anak kami seperti dianggap 
binatang. Bagaimana mungkin polisi bisa bangga dengan tindakan 
seperti itu?” tambah Husin. 

Jenazah kelima korban diambil keluarga dari RS Bhayangkara Bandar 
Lampung. Biaya pemulangan jenazah ditanggung sendiri oleh keluarga. 
Hingga kini, tidak ada proses etik yang dilakukan terhadap anggota polisi 
yang terlibat. 

Keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke LBH Bandar Lampung, 
Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK. Pihak keluarga bercerita, Komnas 
HAM telah mengeluarkan rekomendasi kepada Polda Lampung 
menindaklanjuti kasus ini. 

Keluarga bercerita kejadian melibatkan tim dari Tekab 308 Polda 
Lampung, dan terjadi sekitar pukul 23.00 WIB. Menurut informasi yang 
keluarga dapatkan, penembakan terjadi di dalam area Polsek Panjang, 
bukan di lokasi jembatan seperti klaim resmi polisi. Beberapa warga 
bahkan mengaku mendengar suara tembakan dari arah Polsek pada 
malam itu. 

Keluarga menduga kasus ini merupakan bentuk salah sasaran, 
mengingat nama-nama seperti “Husin”, “Rahman”, dan “Yogi” sangat 
umum di daerah Jabung. Selain itu, tidak ada bukti kuat yang 
menunjukkan bahwa para korban terlibat tindak pidana. 

 “Salah satu (korban) anak kami adalah juara MTQ, dan masih bersekolah. 
Kalau disebut residivis, kapan dia dipenjara? Umurnya saja masih setara 
kelas 1 SD kalau dihitung dari tuduhan DPO 10 tahun lalu,” ujar Husin. 

Saat ini, keluarga masih menunggu keadilan dan menuntut 
pertanggungjawaban atas kematian kelima anak yang dinilai tidak 
masuk akal dan tidak manusiawi. 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menyoroti kasus 
dugaan pembunuhan di luar hukum (extra judicial killing/EJK) terhadap 
warga Lampung, yang ditembak aparat kepolisian hingga tewas di depan 
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keluarganya. Kadiv Advokasi LBH Bandar Lampung, Prabowo 
Pamungkas, mengungkapkan bahwa peristiwa tragis tersebut terjadi 
saat Romadon sedang memperbaiki sandal di dalam rumah. Ia ditembak 
di bagian perut, dan peluru menembus hingga pinggul. 

"Romadon ditembak hingga tak sadarkan diri di depan istri, anak-anak, 
dan orang tuanya. Tidak ada perlawanan saat penangkapan. Korban 
bahkan diseret secara paksa dan dilempar ke dalam mobil polisi yang 
telah terparkir di halaman rumah," ujar Prabowo. 

Prabowo juga menyatakan bahwa jenazah Romadon tiba di rumah 
dalam kondisi telah diautopsi, tanpa sepengetahuan dan persetujuan 
keluarga. Selain itu, ditemukan luka lebam pada pergelangan tangan 
korban, yang memperkuat dugaan adanya penyiksaan. "LBH Bandar 
Lampung menduga telah terjadi penggunaan kekuatan berlebihan oleh 
oknum kepolisian Polda Lampung," tambahnya. 

Tindakan penembakan ini diduga kuat melanggar prosedur hukum, 
khususnya Pasal 47 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 dan Pasal 15 
Perkapolri No. 1 Tahun 2009. Menurut Prabowo, penggunaan senjata api 
seharusnya merupakan upaya terakhir, dan harus diawali dengan 
tembakan peringatan. “Tujuannya adalah melumpuhkan, bukan 
mematikan,” katanya. 

Ia juga menyoroti bahwa kasus ini melanggar prinsip-prinsip dasar hak 
asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D UUD 1945 dan 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. 

LBH Bandar Lampung mendesak Propam Mabes Polri, Polda Lampung, 
dan Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan mendalam 
terhadap dugaan extrayudicial killing ini. 

Surat Komnas HAM tertanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor: 
502/PM.00/SPK.01/VII/2024, yang ditujukan kepada Kapolda Lampung, 
membahas penanganan kasus dugaan tindakan extra judicial killing 
yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polda Lampung terhadap 
Sdr. Romadon bin Wahab. Surat tersebut ditandatangani oleh Komisioner 
Pemantauan dan Penyelidikan, Uli Parulian Sihombing. 

Pada 9 September 2024, LBH Bandar Lampung mendapat surat dari 
Mabes Polri dengan nomor surat B/3829/IX/WAS.2.4/2024Divpropam 
yang ditandatangani oleh Kombespol Yudo Hermanto, selaku Kepala 
Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Surat tersebut tentang surat 
pemberitahuan pengembangan hasil penyelidikan propam (SP2HP2). Isi 
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suratnya, Ropaminal Divpropam Polri menjelaskan dari hasil gelar 
perkara pada 8 Agustus 2024 di ruang rapat Detasemen A Ropaminal 
Divpropam Polri yang dipimpin oleh Kombes Pol Irwan Masulin Ginting, 
Kaden A Ropaminal Divpropam Polri, dengan hasil peserta gelar sepakat 
bahwa ditemukan cukup bukti adanya pelanggaran Kode Kode Etik 
Profesi Polri yang dilakukan oleh Kompol M.A.M yang saat itu menjabat 
sebagai Kasubdit III/Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, AKP F. E. 
sebagai Kasatresnarkoba Polres Lampung Selatan Polda Lampung, Aipda 
A. A. L. jabatan Ba Subdit III/Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, 
Aipda G.S. dan Aipda Y. W. selaku anggota Polres Lampung Selatan. 
Kasusnya telah dilimpahkan ke Bidpropam Polda Lampung dalam 
rangka pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri. 

Dalam diskusi publik bertajuk "Kenapa Kita Harus Berisik soal Reformasi 
Polri" yang diselenggarakan oleh YLBHI pada 1 Juli 2025, Prabowo 
menyampaikan bahwa selama periode 2021–2025, terdapat sedikitnya 7 
kasus penyiksaan di Lampung, dua di antaranya adalah kasus 
pembunuhan di luar hukum. 

Kasus-kasus EJK, menurut Prabowo, kerap melibatkan orang-orang yang 
dituduh melakukan tindak kriminal seperti pembegalan atau pencurian 
dengan kekerasan. Namun, sangat sedikit dari kasus ini yang sampai ke 
proses hukum atau pelaporan formal. 

Ia menambahkan, korban dan keluarga sering menghadapi hambatan 
untuk melapor, mulai dari ketidakberdayaan, rekayasa kasus, 
perlindungan terhadap pelaku aparat, hingga stigma bahwa korban 
adalah penjahat. Kemudian, kasus EJK polanya selalu sama ada praktik 
penyiksaan dan impunitas—pelaku ditutupi. 

Menurutnya, dalam kasus penemabakan Romadon pada 2024, ada 
sidang etik yang digelar pada Desember 2024 sempat memutuskan 
sanksi terhadap lima anggota Polri, salah satunya mendapat sanksi 
pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun, keputusan 
tersebut dibatalkan melalui proses banding di internal Propam Polda 
Lampung. Akhirnya, pelaku hanya dikenai demosi selama lima tahun dan 
tetap aktif sebagai anggota Polri. 

Menurutnya, hal ini mencerminkan impunitas. Bahkan dalam kasus yang 
menyangkut hilangnya nyawa, proses sidang etik sangat tertutup. LBH 
Bandar Lampung dan keluarga korban tidak mendapatkan dokumen 
atau informasi apa pun terkait hasil sidang tersebut, meskipun sudah 
menyurati Kompolnas agar prosesnya dibuka secara transparan. 
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Kasus Romadon juga menyisakan luka mendalam bagi keluarganya. 
Anak-anaknya mengalami trauma berat dan enggan berinteraksi dengan 
orang luar. Sementara sang istri yang bekerja sebagai asisten rumah 
tangga di Jakarta kini menjadi tulang punggung keluarga. 

Menurutnya, dampak psikologis dan ekonomi sangat besar dari kasus ini. 
Keluarga korban juga harus menghadapi fitnah dan stigmatisasi dari 
pihak kepolisian yang menyebut korban sebagai penjahat, padahal tidak 
ada bukti perlawanan ataupun barang bukti yang disampaikan ke publik. 

Bahkan dalam kasus Romadon, ditemukan bahwa senter milik polisi 
tertinggal di rumah korban, yang justru memperkuat dugaan bahwa 
tidak ada perlawanan yang terjadi. 

LBH Bandar Lampung menegaskan bahwa pola kekerasan, penyiksaan, 
dan pembunuhan di luar hukum oleh aparat tidak boleh dibiarkan. 
Impunitas yang terus terjadi hanya akan melanggengkan praktik 
pelanggaran HAM. 

Ia berpendapat setiap nyawa yang hilang harus mendapat keadilan. 
Ketika tidak ada sanksi yang proporsional bagi pelaku, ini bukan hanya 
ketidakadilan bagi korban dan keluarganya, tapi juga ancaman serius 
bagi supremasi hukum di Indonesia. 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari 
Yuyun saat dihubungi Rabu (25/9) belum bisa berkomentar mengenai 
peristiwa extrayudicial killing di Lampung. Kombes Pol. Indra Hermawan 
Dirreskrimum Polda Lampung saat dikonfirmasi Kamis (18/9) 
mengatakan pihaknya masih belum punya data mengenai extrajudicial 
killing di Lampung. “Saya belum tahu case-nya,” katanya. 

Sementara itu, Asfinawati, pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia 
Jentera, mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik extrajudicial 
killing atau pembunuhan di luar proses hukum yang terus berulang di 
Indonesia. Menurutnya, extrayudicial killing merupakan bentuk 
kekerasan sistemik yang mencerminkan budaya kekerasan dalam tubuh 
kepolisian, bukan sekadar tindakan oknum. 

Asfinawati menjelaskan bahwa proses hukum atas kasus extrayudicial 
killing jarang berakhir di ranah pidana, karena beberapa alasan 
mendasar. Pertama, tidak adanya penindakan hukum yang tegas. Polisi 
yang melakukan kesalahan kerap hanya dijatuhi sanksi etik, bukan 
pidana. Kedua, penyidik yang menangani kasus semacam ini berasal dari 
institusi yang sama, yaitu kepolisian, sehingga konflik kepentingan 
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sangat mungkin terjadi. Akibatnya, aparat enggan menyelidiki rekannya 
sendiri, apalagi dalam konteks kesalahan yang dilakukan saat bertugas. 

 “Saya tidak heran jika aparat menembak atau menyiksa lalu tidak 
dihukum. Saya justru akan kaget kalau mereka benar-benar dihukum 
pidana,” kata Asfinawati, saat ditemui Sabtu, 6 September 2025 di 
Lampung Timur. 

Extrayudicial killing merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip 
negara hukum dan hak asasi manusia (HAM). Dalam negara hukum, 
seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang 
menyatakan bersalah. Namun, dalam praktik extrayudicial killing, polisi 
bertindak sebagai hakim dan eksekutor sekaligus, tanpa proses hukum 
yang adil. 

“Apakah orang yang mencuri atau membunuh bisa langsung dibunuh? 
Tidak. Bahkan kalaupun dia mengaku, itu belum cukup untuk 
menghukum. Harus ada pembuktian,” katanya. 

Asfinawati menambahkan, menghilangkan nyawa seseorang tanpa 
putusan pengadilan bukan hanya bentuk pelanggaran hukum, tetapi 
juga pembiaran atas kekuasaan yang sewenang-wenang. 

Menurut Asfinawati, pengawasan terhadap kepolisian sangat lemah, baik 
secara internal maupun eksternal. Di internal, pengawasan dilakukan 
oleh Divisi Propam, tetapi struktur organisasi membuat efektivitasnya 
diragukan karena pangkat kadiv propam lebih rendah dibandingkan 
pejabat utama seperti Kabareskrim. 

Sedangkan secara eksternal, lembaga seperti Kompolnas juga tak benar-
benar independen karena beranggotakan pejabat pemerintah, termasuk 
Kapolri. “Tidak ada pengawasan eksternal yang benar-benar independen 
terhadap Polri,” ujarnya. 

Asfinawati menilai lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM, 
Ombudsman, dan DPR tidak diberi kewenangan yang memadai untuk 
mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran oleh kepolisian. Bahkan 
ketika rekomendasi sudah dikeluarkan, pelaksanaannya kerap diabaikan 
oleh institusi terkait. Menurutnya, rekomendasi Komnas HAM seharusnya 
mengikat, tapi dalam praktiknya, dianggap angin lalu. 
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Polanya Selalu Sama: Pelaku Bebas 

Ia menyebut ada setidaknya tiga kasus extrayudicial killing dengan pola 
berulang: pelaku tidak diproses hukum, tetap bebas, dan keluarga 
korban ditekan. Salah satu bentuk tekanan yang mencolok adalah surat 
yang harus ditandatangani keluarga untuk mengambil jenazah korban. 
Surat tersebut biasanya berisi pernyataan bahwa korban melakukan 
kejahatan dan kasus dianggap selesai setelah jenazah diambil. 

“Apakah surat itu bisa dibenarkan secara hukum? Tidak. Pengakuan 
keluarga pun tidak cukup untuk menghukum korban,” tambahnya. 

Bagi Asfinawati, surat semacam itu adalah bukti bahwa polisi 
menganggap cukup dengan menyatakan seseorang bersalah, tanpa 
proses hukum. Hal ini menunjukkan pemahaman hukum yang keliru dan 
menyimpang dari prinsip due process of law. 

Ketika diminta transparansi tentang sidang etik polisi, institusi kepolisian 
kerap hanya bicara soal penggunaan anggaran, bukan proses hukum. 
Padahal, sebagai lembaga yang dibiayai oleh APBN dan APBD, tata kelola 
kasus pun seharusnya transparan, bukan hanya laporan keuangan. 

Sebagai solusi jangka panjang, Asfinawati menyarankan agar pendidikan 
HAM dan hukum dimasukkan sejak dini ke dalam sistem perekrutan dan 
pelatihan kepolisian. Namun ia menyadari bahwa ini tidak cukup. Yang 
lebih penting adalah mengubah kultur kekerasan dan sistem hierarki 
yang ada dalam tubuh Polri. 

“Masalah di tubuh kepolisian ini sudah terjadi sejak zaman Orde Baru, 
ketika polisi masih di bawah TNI. Ini bukan sekadar persoalan oknum, 
tapi sistemik,” tambahnya. 

Ia juga mendorong adanya kementerian khusus antara presiden dan 
kepolisian agar pengawasan lebih berjenjang dan terukur, serta 
memperkecil kewenangan Polri di luar fungsi utamanya sebagai 
penegak hukum, misalnya pencabutan wewenang dalam hal perizinan 
acara atau keramaian. 

Asfinawati menekankan bahwa penyelesaian kasus extrayudicial killing 
tidak bisa hanya diserahkan kepada kepolisian. Ia mendorong agar jaksa 
penuntut umum diberikan wewenang lebih untuk mengambil alih 
penyidikan, terutama ketika pelakunya adalah anggota polisi yang tidak 
diselidiki oleh institusinya. 
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“Kalau penyidikan tidak jalan karena pelakunya adalah polisi, maka 
kejaksaan harus bisa turun langsung. Harus ada terobosan hukum,” 
tambahnya. 

Ia menegaskan bahwa extrayudicial killing bukan hanya persoalan polisi, 
tetapi persoalan negara. Diperlukan komitmen serius dari Presiden dan 
DPR untuk melakukan reformasi dan pengawasan menyeluruh. 

 

Artikel ini telah tayang di kumparan.com/lampunggeh dengan judul 
Extrajudicial Killing, Luka Lama yang Terus Berulang di Lampung 
Penulis: Dian Wahyu Kusuma, Puput Octaviani, dan Bella Ibnaty Sardio 
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Kisah Para Korban 
Kesewenang-wenangan Polisi 

 

Lima kasus kekerasan yang dilakukan polisi tak tuntas, meskipun ada 
salah satu korban meninggal akibat dianiaya 

 

ata Mawar tiba-tiba memerah. Ia tak kuat membendung air 
mata ketika bercerita tentang kasus kematian anaknya, Agung 
Pranata. Memori kelam yang terjadi sembilan tahun lalu itu 

menyisakan luka yang tak kunjung sembuh. Agung tewas akibat 
penganiayaan. Pelakunya diduga personel Kepolisian Sektor Ujung 
Pandang. 

“Sampai kapan pun harapan kami untuk mendapat keadilan itu masih 
ada. Tak peduli berapa lama, saya akan terus menuntut keadilan anakku 
yang hilang nyawanya saat ditangkap polisi,” ungkap Mawar saat ditemui 
di rumahnya, Jalan Sukaria, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan 
Panakkukang, Kota Makassar, Ahad, 21 September 2025. 

Amarah perempuan 59 tahun itu masih terawat. Ia kecewa lantaran 
pelaku penganiayaan anaknya tak kunjung terungkap. Nada bicaranya 
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seketika meninggi ketika mengurai kronologi kejadian. Ia mengingat 
anaknya tewas dalam kondisi tragis. Tulang leher patah dan bagian 
kepala remuk. Ada luka lecet yang tersebar di bagian tubuh. 

Basri, ayah Agung, yang duduk di samping kiri Mawar saat itu berusaha 
tegar. Sesekali ia berupaya menenangkan istrinya agar tak kembali 
bersedih. Basri merupakan pensiunan polisi. Sebagai mantan anggota 
korps Tribrata, ia paham betul bahwa kematian anaknya tak wajar. 
Dugaan pelanggaran prosedur penyidikan pun mengemuka. 

Agung tewas usai ditangkap anggota Kepolisian Sektor Ujung Pandang, 
Sulawesi Selatan, pada 29 September 2016. Polisi menuduhnya terlibat 
kasus penyalahgunaan narkoba. Proses hukum terhadapnya 
berlangsung kilat. Saat penyidikan, sejumlah polisi diduga 
menganiayanya. Agung sempat menjalani perawatan sebelum tewas. 

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sempat turun tangan mengusut 
kasus itu. Hasil pemeriksaan mereka berujung penetapan status 
tersangka terhadap lima polisi. Kelimanya adalah Bripka Cn, As, Ar, Aiptu 
Sa, dan Aiptu Js. Penyidikan yang bergulir sejak 2019 itu ibarat menubruk 
tembok tebal. Bekas para tersangka tak pernah sampai ke pengadilan. 
Alih-alih duduk di kursi pesakitan, mereka justru bisa menghirup udara 
bebas. Status mereka sebagai tersangka dianulir hakim Pengadilan 
Negeri Makassar usai menguji permohonan praperadilan yang mereka 
ajukan. 

Hakim menilai barang bukti yang digunakan polisi dalam penyidikan 
kasus itu dianggap tak cukup dijadikan dasar untuk menetapkan kelima 
polisi itu sebagai tersangka. Pengacara publik dari Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH) Makassar, Salman, menilai putusan itu janggal. “Penilaian 
itu aneh lantaran sudah masuk dalam materi pembuktian perkara,” kata 
dia. 

Kejanggalan terlihat dalam putusan praperadilan yang menyebut bahwa 
27 alat bukti yang dimiliki polisi untuk memperkarakan para penggugat 
tak memiliki hubungan sebab-akibat dengan kematian Agung. Hakim 
juga menerima begitu saja pembelaan para penggugat yang 
mempersoalkan tidak adanya orang yang menyaksikan penganiayaan. 

Kesimpulan hakim merujuk pada pemeriksaan berkas perkara dan bukti 
surat P-1 sampai P-17. Seluruh bukti surat tersebut dianggap tak cukup 
dijadikan dasar untuk menyimpulkan siapa yang melakukan perbuatan 
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pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 3 dan Pasal 39 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. 

Upaya penyidik untuk membuktikan adanya penganiayaan juga kandas. 
Hakim sependapat dengan dalil penggugat yang menyebut tidak ada 
kekerasan pada saat penangkapan. Adapun dugaan kekerasan yang 
terjadi saat proses penyidikan dimentahkan hakim berdasarkan 
keterangan ahli forensik Polri. 

“Menimbang bahwa ahli forensik yang relevan mengatakan kematian 
Agung disebabkan karena sesak napas akibat terjatuh dan mengalami 
trauma di otak. Menimbang bahwa ahli mengatakan luka yang dialami 
Agung berada di sebelah kiri, yang artinya tidak mungkin dilakukan 
penganiayaan,” ujar Salman menirukan ucapan hakim. 

Salman juga mempertanyakan argumentasi hakim yang mengaku telah 
memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyempurnakan 
pembuktian masing-masing. Padahal, pihak keluarga maupun tim LBH 
Makassar tidak pernah dihadirkan untuk dimintai keterangan. “Kami tak 
pernah dihadirkan untuk menguatkan pembuktian,” kata dia. 

Menurut Salman, penyidikan kasus kematian Agung masih bisa berjalan 
tanpa terpengaruh putusan pengadilan. Sebab, materi gugatan para 
tersangka hanya mempersoalkan prosedur penetapan tersangka. Hakim 
tak memiliki kewenangan menguji substansi perkaranya. “Peluang 
penyidikan masih terbuka lebar,” kata dia. 

Dalam kasus Agung, kata Salman, penyidik Polda Sulsel bisa mengulangi 
lagi proses untuk menetapkan siapa yang seharusnya jadi tersangka. 
Namun peluang itu kini terkubur. Penyidik di Polda Sulsel belakangan 
menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus 
kematian Agung. Berkas penyidikan kelima tersangka sejak itu tutup 
buku. 

Salman mengaku tengah mengkaji peluang untuk membuka kembali 
perkara itu. Sebab, tim hukum LBH Makassar maupun keluarga korban 
mengantungi banyak petunjuk yang mengindikasikan adanya 
pelanggaran prosedur selama proses penangkapan maupun penahanan. 
“Kasus ini masih bisa lanjut, nanti kita upayakan,” ujarnya. 

Keterangan itu di antaranya diperoleh dari sepupu Agung yang dibawa 
bersama Agung pada malam penangkapan 29 september 2016. Sesaat 
sebelum digelandang ke kantor polisi, kedua mata mereka ditutup 
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dengan kain. Ibu kandung Agung, Mawar, mengaku baru mengetahui 
kejadian itu sejam setelah penangkapan. 

Agung diciduk dari rumah kediaman neneknya di Minasaupa, Kota 
Makassar. Malam itu, kata Mawar, waktu menunjukan pukul 02.00 WITA 
lewat beberapa menit. Para penghuni rumah yang mengethui kejadian 
itu tak ada yang mengetahui ke mana polisi membawa pergi keduanya. 
“Malam itu hampir semua polsek di Makassar saya kunjungi,” kata dia. 

Mawar sempat mengecek keberadaan anaknya di Polsek Panakkukang 
dan Polsek Mariso. Namun jejak keberadaan anaknya tak diketahui 
petugas jaga. Ia lalu berninisiatif menyambangi kantor Polrestabes 
Makassar. Hasilnya sama. Belakangan diketahui, Agung menjalani 
penahanan di ruang tahanan Polsek Ujung pandang. 

Mawar yang ditemani tiba di kantor Polsek sekitar pukul sepuluh pagi. 
Istri Agung, Fathilan, ikut menemaninya. Ikhtiar untuk menjenguk Agung 
hari itu pupus. Polisi tak memberi izin dan menyarankan mereka untuk 
menunggu. “Kami belum tidur sejak semalam dan menunggu di area pos 
penjagaan hingga pukul 13.00 WITA,” tuturnya. 

Tidak lama seorang polisi menemui Mawar dan memintanya beli 
makanan.”Waktu itu saya bilang mau lihat saja kondisinya anakku, tapi 
tidak dikasih izin ketemu alasannya itu Agung masih diambil keterangan. 
Jadi saya tunggu terus itu sampai datang polisi bilang beli makanan 
karena agung lapar, jadi saya pikir agung baik-baik,” ungkap Mawar. 

Setelah pergi membeli makanan, Mawar dan Fathilan kembali lagi ke 
Polsek. Mereka meminta lagi agar bisa melihat kondisi Agung. Namun 
tetap saja petugas penjagaan Polrestabes tidak memberikan izin mereka 
menjenguk. Karena gagal bertemu, keduanya lantas memilih pulang ke 
rumah di Minasaupa untuk istirahat. 

Tidak berselang lama, Mawar kembali lagi ke Polsek Ujung Pandang. 
Seorang polisi memberitahu mereka bahwa Agung sudah dilarikan ke 
Rumah Sakit (RS) Bhayangkara karena tidak sadarkan diri. Mawar dan 
Fathilan bergegas menuju RS Bhayangkara. Anehnya, tidak satupun 
petugas rumah sakit yang mengetahui keberadaan Agung. 

Keduanya kembali lagi ke Polsek untuk memastikan ruang perawatan 
Agung. Usai mendapatkan keterangan, mereka kembali lagi ke rumah 
sakit. Mawar terperanjat kaget ketika mengetahui kondisi anaknya yang 
kritis. Agung tak sadarkan diri. Alat bantu pernapasan menempel di 
wajahnya. Detak jantungnya melemah. 
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Mawar meradang ketika menyaksikan luka di sekujur tubuh anaknya. 
Bentuknya menyerupai luka bekas seretan. Seorang personil polisi Polsek 
Ujung Pandang yang menjaga perawatan Agung lantas ia datangi “Saya 
teriak di situ, saya tanya kenapa anakku tadinya sehat dan kenapa bisa 
sampai begini, saya tuntut kamu,” cerita Mawar. 

“Jadi itu di rumah sakit bajunya sudah diganti, itu baju yang dia pakai 
bukan punyanya itu. Itu bagian leher belakang patah, bagian ubun-
ubunnya penyet masuk kedalam. Jadi saya pegang tangannya, saya 
bilang agung kalau masih dengar suaranya mama kasih tanda nak, 
mama ada disini,” sambungnya. 

Mawar mengatakan, saat itu dia terus memegang tangannya Agung, ia 
terus memberikan isyarat agar bisa direspon oleh Agung. Hingga 
akhirnya beberapa menit sebelum memasuki pukul 02.55 Wita dinihari, 
Mawar mengingat kembali hari kelahiran Agung. Di saat itu jugalah 
Agung menghembuskan nafas terakhirnya. 

“Disitu saya ingat, hari kelahirannya, sama itu jamnya tepat jam 2 lewat 
55 menit itu langsung mesinnya (ventilator) berhenti,” kata dia. Tak lama 
seorang perawat datang. “Ia mengatakan Agung sudah tidak ada dan 
meminta keluarga untuk mendoakannya,” ujar Mawar sambil mengusap 
air mata, dan menahan kesedihannya. 

Agung dikuburkan di Rannaya, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 
Sulawesi Selatan pada Maret 2017. Polisi baru membuka peluang 
penyidikan setelah kejanggalan atas kematian Agung ramai diberitakan. 
Kuburannya sempat dibongkar tim Dokter dari Universitas Hasanuddin 
(Unhas) dan Labfor Mabes Polri untuk keperluan ekshumasi. 

Mawar hanya mengetahui sekelumit penjelasan dari Fathilan sesaat 
sebelum Agung di bawa polisi. Fathilan yang sedang menggendong 
anaknya tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan sejumlah personil polisi. 
Mereka langsung menangkap Agung atas tuduhan kasus penggunaan 
obat-obatan terlarang dan pelaku pencurian. 

Polisi sempat menyita sejumlah barang bukti seperti uang jutaan rupiah, 
barang elektronik seperti ponsel dan tablet. Barang-barang tesebut 
belakangan dikembalikan lagi ke istri Agung tak lama setelah penyidikan 
kasus dugaan penganiayaan anaknya dihentikan oleh Polda Sulsel. 
“Barang itu milik Agung dan istrinya,” ujar Mawar. 

“Coba bayangkan, ini bukan mau apa-apa ya tapi kami sebagai keluarga 
polisi, suamiku masih polisi aktif waktu itu (perwira) dan dikasih begitu 
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apalagi masyarakat biasa. Makanya saya bilang kasusnya agung ini kita 
cari sampai ke pengadilan. Sampai kapanpun ini kasus saya akan ikut,” 
jelas Mawar. 

Pakar hukum pidana Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Heri Tahir 
mempertanyakan upaya praperadilan yang diambil kelima tersangka. 
Menurut dia, kasus yang terjadi 2016 kemudian penetapan tersangka 
2019, dan praperadilan 2021 adalah hal yang sangat aneh lantaran 
melampaui batas waktu penyidikan yang ditetapkan selama 60 hari. 

Ia juga mempertanyakan Keputusan penyidik Polda yang menerbitkan 
SP3 di kasus kematian Agung. Heri menilai seharusnya polisi tak 
menjadikan putusan praperadilan untuk menggugurkan upaya 
penyidikan kasus tersebut. “Putusan praperadilan seharusnya tidak bisa 
menggugurkan materi pokok perkara,” ujarnya. 

Terpisah, pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum 
(Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan pun memastikan, kasus kematian 
Agung telah ditutup pasca praperadilan dengan diterbitkannya SP3. 
Polisi belum menemukan petunjuk baru untuk membuka kembali 
perkara itu. 

“Perkara tersebut kan telah dihentikan penyidikan (SP3), itu dengan 
alasan penghentian karena tidak cukup bukti. Atas penghentian 
penyidikan tersebut juga sudah dimohonkan praperdilan dan putusan 
pengadilan menolak permohonan pemohon,” kata Kepala Subdit 1 
Kamneg Polda Sulsel, AKBP Benyamin. 

Benyamin menyebutkan, dalam praperadilan itu menguji tentang 
penetapan tersangka, kemudian menghentikan penyidikan termasuk 
penyitaan. “Karena ada beberapa petunjuk jaksa penuntut umum yang 
tidak mampu tim penyidik penuhi. Makanya dasar itulah dilakukan 
proses gelar perkara khusus untuk kemudian diterbitkan SP3,” tutupnya. 

Lima Kasus Kekerasan Personel Polisi 

Selain kasus kematian Agung, LBH Makassar mencatat empat kasus 
kekerasan yang dilakukan polisi dalam 10 tahun terakhir. “Kasus 
kekerasan aparat sebenarnya banyak. Tapi yang masuk pengaduan dan 
kita tangani ada lima kasus. Kasus Agung dan penganiayaan Yusuf 
Saputra merupakan beberapa di antaranya,” kata Salman. 

Yusuf, 20 tahun, merupakan korban kekerasan polisi. Ia ditangkap 
personel Polrestabes Makassar pada Mei 2025. Pemuda asal Galesong, 
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Kabupaten Takalar, ini mengalami kekerasan. Kasus tersebut kini tengah 
ditangani tim penyidik Propam Polrestabes. Mereka yang diduga 
memeras dijatuhi sanksi penempatan khusus. 

Kasus ini terungkap setelah Yusuf berani berbicara ke media. Dia 
mengaku telah menjadi korban penganiayaan sekaligus pemerasan 
personel polisi yang bertugas di Polrestabes Makassar. Kejadian itu telah 
ia laporkan ke Polres Takalar. Laporannya kini tengah ditindaklanjuti 
polisi lewat proses penyidikan. 

Berdasarkan pengakuan Yusuf, penganiayaan dan pemerasan itu 
dialaminya saat ia sedang nongkrong di Lapangan Galesong, Takalar, 
pada Selasa malam, 27 Mei 2025. “Sekitar pukul 22.00 WITA, tiba-tiba 
datang sekitar enam orang, lalu menodongkan senjata ke kepala saya 
lalu langsung pukuli saya,” kata dia. 

Usai di todong senjata, Yusuf mengaku dipaksa ikut dan di bawa ke 
tempat sepi menggunakan mobil. Sampai di lokasi yang sepi, ia 
kemudian diikat dan dipukuli bahkan hingga ditelanjangi oleh polisi. 
“Saya di paksa ikut mereka, kemudian di bawah ke tempat sepi, di 
tempat sepi itulah saya diikat dan dianiaya, terus disuruh buka semua 
pakaian ku, mulai dari baju, celana, hingga celana dalam saya. Saya 
ditelanjangi sama itu polisi,” ungkapnya. 

Tak hanya itu, menurut Yusuf, dirinya juga dipaksa mengakui paket 
diduga narkoba yang dibawa oleh Bripda A sebagai miliknya. Namun 
Yusuf bersikeras tidak mau mengakui maupun memegang barang 
haram tersebut meskipun berulang kali dianiaya. 

Penganiayaan, kata Yusuf, berlanjut hingga hampir tujuh jam lamanya. 
Dia ditangkap pada malam hari dan baru dilepas setelah pihak 
keluarganya dimintai uang tebusan oleh oknum polisi yang 
membawanya. “Jadi mereka minta dulu uang 15 juta, tapi dari keluarga 
saya tidak punya uang sebanyak itu. Jadi beberapa saat kemudian 
mereka turunkan jadi sisa 5 juta, tetapi tetap keluarga tidak sanggup. 
Akhirnya mereka minta berapa saja yang ada, jadi terpaksa keluarga 
berikan uang 1 juta,” Yusuf menambahkan. 

Pengacara LBH Makassar Salman mengatakan kasus Takalar sudah 
mereka dampingi dari awal. Dugaan pidananya berjalan setelah adanya 
laporan di Polres Takalar. Enam anggota tersebut diketahui sudah 
menjalani sidang etik usai laporan yang mereka buat ke Polrestabes 
Makassar. 
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Menurut Salman, penanganan perkara itu tak lagi intens. Komunikasi 
mereka dengan pihak keluarga korban terputus di tengah proses 
penyidikan. Pegiat hukum LBH Makassar itu menduga ada upaya dari 
kepolisian untuk mengintervensi kasus ini. “Ada pihak yang tak ingin 
kasus tersebut sampai ke pengadilan,” kata dia. 

Sementara itu pihak Polrestabes Makassar menepis dugaan intervensi. 
Karena menurut pihak Propam, untuk proses kode etik masih tetap jalan, 
termasuk juga proses pidana keenam polisi di Polres Takalar. “Bukan 
intervensi tapi ada kata perdamaian, tetapi itu jadi pertimbangan saja. 
Tapi kita untuk kode etik tetap lanjut, termasuk kan juga (pidana) di 
takalar kan masih di proses,” ungkap Kepala Seksi Propam Polrestabes 
Makassar, Kompol Ramli dikonfirmasi. 

Ramli memastikan kedua proses hukum itu akan tetap lanjut sebagai 
komitmen agar menjadi pelajaran kepada seluruh anggota Polrestabes 
yang sedang ataupun akan bertugas di lapangan nanti. “Kita ini tidak 
mau main-main, kita berkomitmen untuk hasilnya nanti diperlihatkan 
kepada anggota bahwa kita serius menindak, agar ada efek jera ke 
anggota yang mau main-main,” tegas Kompol Ramli. 

Artikel ini adalah liputan kolaborasi sejumlah jurnalis di Makassar, 
Sulawesi Selatan 

Artikel dipublikasikan tim redaksi Bollo.id 
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Demo Agustus : Penangkapan 
Massal dan Dugaan Kekerasan 

Eksesif di Jawa Timur 

 
Demo di Gedung Negara Grahadi (Foto: Antara) 

 

URABAYA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 
Kekerasan (Kontras) Surabaya menemukan dugaan penggunaan 
kekerasan berlebihan oleh aparat dalam aksi gelombang protes 

yang terjadi 29–30 Agustus 2025 di Jawa Timur. 

Seperti kasus di Surabaya, pada Jumat (29/8/2025), berawal dari massa 
aksi yang berkumpul di Taman Apsari lalu mereka mendekati pagar 
timur Gedung Negara Grahadi.  

Massa aksi membawa berbagai poster tuntutan dan meneriakan 
berbagai tuntutan. Tidak ada mobil komando dan koordinator dalam 
demonstrasi ini. 

S 

https://mataraman.tribunnews.com/tag/surabaya
https://mataraman.tribunnews.com/tag/surabaya
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Awalnya aksi ini damai, namun ricuh setelah sebagian peserta mencoba 
merusak pagar dan membakar fasilitas umum. Polisi merespons 
memakai gas air mata dan meriam air. 

Keesokan harinya, Sabtu (30/8/2025), mahasiswa dari aliansi Cipayung 
Plus berdemo di Mapolda Jatim dan Polrestabes Surabaya.  

 

ALIANSI MAHASISWA - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama berbagai 
organisasi mahasiswa berkumpul di depan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) untuk menggelar 

aksi demonstrasi di depan Mapolda Jatim, Sabtu (30/8/2025). (Foto Istimewa) 

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan sempat 
menenangkan massa dengan membebaskan dua mahasiswa yang 
sebelumnya ditahan.  

Namun situasi kembali pecah saat kelompok tak dikenal melempari 
markas polisi. Bentrokan meluas hingga kawasan Tugu Pahlawan dan 
Jembatan Merah. 

Malamnya, kerusuhan mencapai puncak ketika Gedung Negara Grahadi 
terbakar.  

Api melalap ruang kerja Wakil Gubernur Emil Dardak, ruang biro rumah 
tangga, hingga ruang wartawan.  

Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang sempat menemui massa 
akhirnya dievakuasi demi keamanan. 

https://mataraman.tribunnews.com/tag/surabaya
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Kerusuhan juga pecah di Kediri pada Sabtu sore. Ratusan orang 
menyerbu Mapolres Kediri Kota, merusak gerbang, melempari kaca, 
menjarah komputer, hingga membakar motor dinas. 

Tak berhenti di situ, massa bergerak ke Gedung DPRD Kota Kediri. 
Lemparan molotov memicu kebakaran besar disertai ledakan dari dalam 
gedung. Api sulit dipadamkan karena massa menghadang mobil damkar. 

 

PENJARAHAN - Terlihat aksi massa melakukan penjarahan besar-besaran di Kantor DPRD Kabupaten Kediri 
di Jalan Soekarno-Hatta Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem, Sabtu (30/8/2025). (TribunMataraman.com/Isya 

Anshori) 

Pada malam harinya, aksi meluas ke DPRD dan Pemkab Kediri. Massa 
merusak, menjarah fasilitas kantor, lalu membakar sejumlah ruangan. 
Situasi semakin kacau ketika barang-barang hasil jarahan diarak ke jalan 
raya. 

Temuan KontraS Surabaya 

KontraS Surabaya dalam laporan pemantauan dan advokasi “Razia 
Agustus di Jawa Timur” menyebutkan bahwa sejak 29 Agustus hingga 
pertengahan September 2025, polisi menangkap sedikitnya 865 orang 
di Surabaya, Kediri, Jember, Madiun, Malang, Blitar, Sidoarjo. 

Dari jumlah tersebut, 657 orang dibebaskan, sementara 209 orang 
ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 79 anak-anak. 

https://mataraman.tribunnews.com/tag/kediri
https://mataraman.tribunnews.com/tag/kediri
https://mataraman.tribunnews.com/tag/kediri
https://mataraman.tribunnews.com/tag/kontras
https://mataraman.tribunnews.com/tag/surabaya
https://mataraman.tribunnews.com/tag/surabaya
https://mataraman.tribunnews.com/tag/surabaya
https://mataraman.tribunnews.com/tag/kediri


 

 

 74 

Temuan tersebut berbeda dengan data Kepolisian Daerah Jawa Timur 
yang menyebut 997 orang ditangkap, terdiri dari 582 orang dewasa dan 
415 anak-anak. 

Dari jumlah tersebut, 682 orang dibebaskan, dan 315 orang ditetapkan 
sebagai tersangka. Data kepolisian tidak merinci berapa jumlah anak 
yang ditetapkan sebagai tersangka. 

KontraS Surabaya menemukan bahwa dalam melakukan 
penangkapan  polisi menggunakan kekerasan berlebihan, sewenang-
wenang dan tidak hanya menyasar demonstran, tetapi juga warga bisa 
dan anak-anak. 

Praktik-praktik represif ini telah menimbulkan dampak besar, terutama 
bagi anak-anak yang ikut terseret dalam kasus tersebut. 

 

Data Resmi Polda Jatim Soal Penangkapan Kerusuhan 29-30 Agustus 2025 (Ist) 

Koordinator Divisi Advokasi KontraS Surabaya, Fatkhul Khoir, menilai 
operasi penangkapan pasca-demonstrasi 29–30 Agustus 2025 
menunjukkan ketidakmerataan penggunaan diskresi hukum di berbagai 
daerah. 

“Terdapat perbedaan perlakuan kasus di tiap kepolisian daerah di Jawa 
Timur. Misalnya, di Blitar, Malang, dan Jember sebagian besar anak 
dilepaskan dengan kewajiban wajib lapor. Sementara di Surabaya, 
Sidoarjo, dan Kediri, banyak anak justru diperlakukan layaknya orang 
dewasa dan menghadapi proses hukum,” jelas Fatkhul. 

https://mataraman.tribunnews.com/tag/surabaya
https://mataraman.tribunnews.com/tag/kontras
https://mataraman.tribunnews.com/tag/surabaya
https://mataraman.tribunnews.com/tag/surabaya
https://mataraman.tribunnews.com/tag/kediri
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Menurutnya, situasi ini menunjukkan lemahnya komando dan 
pengawasan yang melahirkan disparitas hukum antar wilayah  Kepolisian 
Daerah Jawa Timur.  Hal ini tercermin dalam perbedaan penanganan 
tahanan selama di kantor polisi. 

"KontraS mencatat banyak tahanan, baik dewasa maupun anak-anak, 
mengalami perlakuan tidak manusiawi berupa pemukulan brutal hingga 
penyiksaan, baik saat penangkapan maupun ketika berada di kantor 
polisi,” ujarnya. 

Tidak hanya itu, muncul pula laporan tentang dugaan pelecehan seksual 
yang dialami sejumlah tahanan. 

Pelanggaran lain yang disorot adalah paksaan mencukur rambut. 

"Menurut laporan atau aduan yang masuk ke kami, mayoritas orang yang 
ditangkap di Surabaya dipaksa dicukur rambutnya oleh polisi," jelasnya. 

Fatkhul menjelaskan, anak-anak yang sudah dibebaskan pun masih 
mengalami kesulitan karena perangkat komunikasi dan barang pribadi 
mereka disita tanpa dikembalikan. 

Selain itu, KontraS menemukan adanya kriminalisasi pemikiran. 

Kriminalisasi pemikiran yang dimaksud adalah tindakan penyitaan buku 
filsafat, teori kritis, Marxisme, hingga anarkisme, lalu menjadikannya 
barang bukti untuk mengaitkan individu dengan dugaan penghasutan. 

Langkah ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berpikir dan 
akademik. 

KontraS juga menyoroti praktik over-kriminalisasi seperti menerapkan 
berbagai pasal pidana, termasuk pasal berat seperti Pasal 12 Undang-
Undang Darurat 1951 yang bahkan mengancam dengan hukuman mati. 

Menurut KontraS, hal ini menunjukkan bahwa hukum dipakai secara 
berlebihan sebagai alat represi. 

Tak berhenti di situ, akses terhadap bantuan hukum juga ikut dibatasi. 

https://mataraman.tribunnews.com/tag/surabaya
https://mataraman.tribunnews.com/tag/kontras
https://mataraman.tribunnews.com/tag/kontras
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Konferesi Pers KontraS Surabaya soal temuan adanya tindakan kekerasan oleh aparat keamanan pada 
Selasa (23/9/2025). (Farid Mukarrom) 

“Penyidik menyatakan dengan dalih perintah pimpinan, kami tidak bisa 
memberikan bantuan hukum saat itu di hari Minggu 31 Agustus 2025,” 
terang Khoir. 

Polisi disebut kerap menunjuk penasihat hukum secara sepihak tanpa 
persetujuan korban maupun keluarganya. 

Padahal, menurut KontraS, praktik-praktik tersebut jelas bertentangan 
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia yang melarang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan 
merendahkan martabat manusia. 

Perlakuan terhadap anak-anak juga melanggar Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang 
mewajibkan aparat menjamin perlindungan khusus bagi anak dalam 
proses hukum. 

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) 
PBB melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, sehingga segala 
bentuk penyiksaan, termasuk pemaksaan, penggundulan, hingga 
pelecehan seksual yang dilaporkan korban, dilarang secara mutlak. 

“Kasus ini memperlihatkan praktik represif yang tidak hanya melanggar 
hak asasi, tapi juga merusak prinsip keadilan, khususnya terhadap anak-
anak,” tegas Fatkhul. 

https://mataraman.tribunnews.com/tag/kontras
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Pengakuan Korban Anak-Anak Digunduli Hingga 
Alami Pelecehan Seksual 

Di sisi lain sebuah video dari KontraS terkait kesaksian korban 
penangkapan pasca-aksi demonstrasi di Kota Surabaya pada 30 Agustus 
2025 memperlihatkan gambaran kelam praktik aparat kepolisian.  

Dalam video hasil pemantauan KontraS Surabaya itu, para korban 
mengaku mengalami penganiayaan sejak ditangkap hingga ditahan, 
termasuk pemukulan, pengeroyokan, bahkan kekerasan seksual. 

Seorang korban S berusia 17 tahun, masih pelajar SMK, menceritakan 
kronologi penangkapannya.  

Awalnya ia hanya bermain bola bersama teman di kawasan Jalan Mawar 
hingga malam hari, sebelum memutuskan mendekat ke lokasi demo di 
Gedung Grahadi.  

Ia mengaku sekadar ingin melihat situasi dan sempat membawa 
sepotong besi kecil sebagai kenang-kenangan. 

Namun saat hendak pulang, ia dicegat polisi. Dari pemeriksaan, 
ponselnya tidak menunjukkan keterlibatan dalam aksi, tetapi potongan 
besi di jok motor membuatnya ditangkap. 

 “Saya langsung digiring ke depan gerbang Polrestabes Surabaya. Di sana 
saya dipiting, dipukuli, ditendang, bahkan diinjak-injak sampai berdarah,” 
ungkapnya. 

Korban mengaku disiksa bersama ratusan orang lain. Mereka dipukuli 
dengan tongkat, sabuk kulit, hingga selang. 

Penderitaan berlanjut saat korban dan ratusan tahanan lain dijemur, 
dipaksa jongkok naik tangga hingga lantai empat, dan kembali dianiaya. 

https://mataraman.tribunnews.com/tag/kontras
https://mataraman.tribunnews.com/tag/surabaya
https://mataraman.tribunnews.com/tag/kontras
https://mataraman.tribunnews.com/tag/surabaya
https://mataraman.tribunnews.com/tag/polrestabes-surabaya
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TERPROVOKASI - Puluhan tersangka kerusuhan dan pembakaran saat demo di Surabaya pekan lalu 
ditahan di Polrestabes Surabaya. Sebagian memakai obat keras. (surya/tony hermawan) 

Ia menyebut ada sekitar 154 orang yang dipukul subuh itu, baik anak-
anak maupun dewasa. 

Bentuk perlakuan kejam lain juga muncul saat pemeriksaan urine.  

Para tahanan, termasuk anak-anak, dipaksa mengoleskan balsem ke alat 
kelamin mereka sebelum buang air kecil di bawah pengawasan ketat. 

 “Rasanya panas sekali. Kalau tidak kencing, mereka mengancam akan 
memukuli kami,” ucap korban. 

Selain luka fisik, korban kehilangan harta benda. Motor yang awalnya 
dalam kondisi baik rusak parah. 

 Dompet berisi uang, STNK, kartu identitas, hingga kartu pelajar juga 
hilang. 

“Saya sempat minta dompet saya, tapi tidak diizinkan. Justru dipukuli 
lagi,” katanya. 

Korban menggambarkan tubuhnya penuh luka saat dibebaskan. 

 “Baju saya penuh darah dan kotoran bekas diinjak-injak. Mata kanan 
bengkak, hidung berdarah, perut memar. Sampai sekarang saya susah 
makan karena ulu hati sangat sakit,” ujarnya. 

Hal yang sama juga dialami oleh tahanan lain di Kediri Jawa Timur. 

https://mataraman.tribunnews.com/tag/kediri
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Dia adalah Saiful Amin alias Sam Umar (29), aktivis mahasiswa yang resmi 
ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait aksi demo ricuh yang 
terjadi di Kediri pada akhir Agustus lalu. 

Penasihat hukum Saiful Amin, Taufiq Dwi Kusuma dari LBH Al-
Faruq Kediri, menyayangkan tindakan kepolisian yang melakukan 
penggundulan terhadap Sam Umar atau SA. 

“Alhamdulillah sejak saya dampingi sampai hari ini kondisinya Saiful 
Amin maupun Selvin Bima itu baik-baik saja cuma yang sedikit agak 
kami kecewa itu adalah digundul “ kata Taufiq 

Meskipun pihak kepolisian berdalih alasan kesehatan, ia menilai tindakan 
tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. 

“Setelah saya protes, tidak ada lagi tersangka lain, seperti Bima, yang 
digunduli ketika ditahan,” ucapnya. 

Di sisi lain Kasat Reskrim Polres Kediri Kota, AKP Cipto Dwi Leksana, 
menjelaskan bahwa proses penetapan tersangka SA dilakukan setelah 
gelar perkara. 

“Setelah penyidik mengumpulkan minimal dua alat bukti yang sah, kita 
lakukan gelar perkara. Dari keterangan saksi, bukti surat, serta bukti 
petunjuk, penyidik menetapkan SA sebagai tersangka. Selanjutnya kita 
lakukan penangkapan,” ujar Cipto. 

Saiful dijerat pasal 160 KUHP tentang Tindak Pidana Penghasutan 
dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.  

Ia diduga berperan menghasut massa melalui ajakan, selebaran 
provokatif, hingga orasi dalam unjuk rasa yang berujung kerusuhan di 
kawasan Taman Sekartaji, Kediri, pada Sabtu (30/8/2025). 

ICJR Dorong Reformasi Polri 

Sementara itu ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) menjelaskan 
menilai kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan bukanlah 
kejadian baru. 

“Ini praktik yang terus terjadi tapi seolah tidak ada solusi, karena sistem 
hukumnya terlalu permisif (Semacam pembiaran, red),” ujar Maidina 
Rahmawati Deputi Direktur ICJR. 

https://mataraman.tribunnews.com/tag/kediri
https://mataraman.tribunnews.com/tag/kediri
https://mataraman.tribunnews.com/tag/kediri
https://mataraman.tribunnews.com/tag/kediri
https://mataraman.tribunnews.com/tag/reformasi-polri
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Medina juga menemukan contoh yang ditemukan pihaknya, seperti 
informasi penyiksaan dalam kasus pidana mati yang baru bisa terungkap 
jauh setelah sidang berlangsung.  

“Bukti biasanya sudah hilang, karena semua terjadi di ruang gelap 
penyidik. Pemeriksaan dan penahanan juga tidak diawasi CCTV 
independen,” jelasnya. 

“Inilah celah yang membuat perlakuan sewenang-wenang kerap terjadi,” 
lanjut Maidina. 

Terkait langkah hukum yang bisa ditempuh korban untuk mendapatkan 
keadilan, ia menyebut praperadilan sebagai opsi. Namun, jalannya sangat 
berat. 

“Praperadilan itu sulit, karena korban harus membuktikan sendiri. 
Sementara pemeriksaan yang dilakukan tidak substantif,” ujarnya. 

Sebagai solusi jangka panjang, ia menilai reformasi kepolisian mutlak 
diperlukan.  

Rekomendasinya jelas kewenangan polisi harus dikurangi agar tidak 
rawan disalahgunakan. 

"Penangkapan juga seharusnya memerlukan izin hakim. Dalam kondisi 
darurat, memang bisa dilakukan penangkapan langsung atau tertangkap 
tangan, tapi tetap harus segera dihadapkan ke otoritas independen 
untuk diuji apakah ada penyiksaan atau tidak saat penangkapan,” 
pungkas Maidina. 

Kompolnas: Polisi Jangan Merendahkan Martabat 
Manusia 

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Khoirul Anam 
menjelaskan bahwa tindakan eksesif dan merendahkan martabat 
manusia (inhuman degrading treatment) tidak boleh dilakukan dalam 
tahap apapun, baik sebelum maupun sesudah pemeriksaan. 

Menurutnya, praktik seperti penggundulan, pemukulan, pemaksaan 
untuk menanggalkan pakaian, maupun penggunaan kekerasan 
berlebihan tidak bisa diterima dalam tahapan penyelidikan apa pun. 

Pernyataan ini menanggapi kesaksian sejumlah korban penangkapan 
di Surabaya, yang mengaku diperlakukan secara tidak manusiawi. 

https://mataraman.tribunnews.com/tag/komisi-kepolisian-nasional
https://mataraman.tribunnews.com/tag/surabaya
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Berdasarkan kesaksian, setidaknya 150 orang dilaporkan dipaksa berjalan 
dengan lutut dari area parkir menuju lantai tiga, disertai pemukulan 
sepanjang jalan. Mereka juga dipaksa mengoleskan balsem pada alat 
kelamin satu sama lain. 

“Perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat jelas dilarang 
pada tahapan penyelidikan apa pun, baik sebelum maupun sesudah 
pemeriksaan resmi,” tegas Anam Rabu (24/9/2025). 

Ia menambahkan, Kompolnas sejak awal sudah mewanti-wanti agar 
kepolisian tidak melakukan tindakan eksesif dalam penanganan 
demonstrasi maupun penangkapan massa. 

“Sejak awal kami sudah wanti-wanti tidak boleh melakukan tindakan 
yang eksesif (Kekerasan berlebih, red),” ujarnya. 

Anam juga memastikan pihaknya akan menelusuri lebih jauh dugaan 
pelecehan seksual yang dialami para korban di Surabaya. 

Menurutnya, Kompolnas telah memberikan peringatan kepada sejumlah 
Kepolisian Daerah (Polda) untuk menghindari tindakan serupa dan 
memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prinsip penghormatan 
terhadap hak asasi manusia. 

Ahli Hukum UMS: Diskresi Polisi Harus Berbatas, 
Bukan Alat Represi 

Sementara itu Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Dosen Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surabaya, menegaskan kewenangan diskresi 
atau freies Ermessen yang dimiliki polisi tidak boleh dijalankan secara 
sewenang-wenang.  

Menurutnya, diskresi seharusnya digunakan untuk menjaga ketertiban 
umum (public order), bukan menjadi dalih bagi aparat untuk bertindak 
berlebihan. 

Unggul menekankan, dalam kasus yang melibatkan anak maupun 
kekerasan berat, arah diskresi seharusnya berpijak pada keadilan 
restoratif. 

Hal ini sejalan dengan semangat reformasi Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) terbaru serta amanat Undang-Undang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), yang menekankan 
penggunaan mekanisme diversi untuk tindak pidana ringan.  

https://mataraman.tribunnews.com/tag/kompolnas
https://mataraman.tribunnews.com/tag/surabaya
https://mataraman.tribunnews.com/tag/surabaya
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“Kewenangan diskresi, atau freies Ermessen, yang dimiliki polisi memiliki 
batas dan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Untuk kasus 
yang melibatkan anak atau kekerasan berat, diskresi kepolisian 
seharusnya mengarah pada keadilan restoratif atau diversi,” jelasnya. 

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi 
Menentang Penyiksaan (CAT), yang secara tegas melarang penggunaan 
kekerasan maupun penyiksaan selama proses penyidikan. 

Karena itu, segala bentuk intimidasi, pemukulan, hingga kekerasan 
seksual yang terjadi atas nama penegakan hukum tidak dapat 
dibenarkan. 

Lebih lanjut, Unggul menilai asas praduga tak bersalah harus dijunjung 
tinggi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak dan perempuan.  

Diskresi kepolisian, kata dia, semestinya digunakan untuk 
mengembalikan anak kepada orang tuanya, bukan mendorong mereka 
masuk ke dalam proses kriminalisasi yang justru merusak masa depan. 

Ia juga mengkritik penggunaan istilah “anarkis” sebagai justifikasi atas 
tindakan represif aparat. Menurutnya, label semacam itu kerap dijadikan 
alasan untuk membenarkan kekerasan berlebihan.  

“Dan yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana jaminan dan 
akuntabilitas dari semua proses penegakan hukum, termasuk 
penggunaan kewenangan diskresi. Karena sekali lagi, secara filosofis, 
diskresi diperuntukkan untuk menjaga ketertiban publik, bukan untuk 
memunculkan kewenangan eksesif bagi penegak hukum,” tegas Unggul. 

Dengan berbagai catatan itu, ia menyerukan perlunya reformasi 
kepolisian guna mencegah impunitas, serta memastikan bahwa 
penggunaan diskresi benar-benar berpihak pada keadilan, bukan 
menjadi instrumen represi. 
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Konfirmasi Kepolisian: 

Dugaan kekerasan dan pengakuan dari korban sudah dikonfirmasikan 
melalu Kabag Humas Polrestabes Surabaya sejak tanggal 24 
September 2025 oleh Tim Liputan. 

Tim Liputan juga sudah mengirimkan pesan singkat berisi permintaan 
komentar dan poin-poin temuan namun tidak mendapatkan respons 
untuk pertanyaan yang disampaikan hingga Kamis (25/9/2025) pukul 
15.30 WIB. 
 
 

Artikel ini telah tayang di Tribunmataraman.com dengan judul Demo 
Agustus : Penangkapan Massal dan Dugaan Kekerasan Eksesif di Jawa 
Timur,   
Penulis: Farid Mukarom  

 

  

https://mataraman.tribunnews.com/tag/polrestabes-surabaya
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Razia Agustus : Kekerasan 
Berlebih dan Dugaan 

Pelecehan Seksual oleh Polisi 

 
Banyak tahanan, baik dewasa maupun anak-anak, mengalami 

pemukulan brutal hingga penyiksaan. Ada juga laporan pelecehan 
seksual 

Dugaan Penyiksaan dan Pelecehan Seksual oleh 
Polisi di Surabaya 

SA, seorang pelajar laki-laki berusia 17 tahun, ikut ditangkap dalam 
gelombang aksi massa di Surabaya, 29–31 Agustus lalu. Dalam video yang 
dirilis KontraS Surabaya, ia menceritakan penyiksaan yang dialami di 
markas Polrestabes Surabaya. 

SA menuturkan, saat di Polrestabes ada sekitar 150 orang lain yang sudah 
ditangkap. Mereka dikumpulkan di satu ruangan. Saat tes urin, mereka 
semua dipaksa membuka celana dan mengoleskan balsem ke alat 
kelamin sebelum buang air kecil. 

“Misalnya saya kan yang ngasih balsem duluan. Ngasih balsem si A lah, 
terus gantian si B yang ngasih si A. Gantian gitu. Rasanya panas sekali. 
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Kalau tidak kencing, mereka mengancam akan memukuli kami,” 
katanya. 

 
 

KontraS memutar video pengakuan dua orang korban yang mengalami penyiksaan di kantor Polisi.  
Foto: Andre Yuris 

Akibat pemukulan, mata kanannya bengkak, hidung berdarah, perut 
memar, dan sulit makan karena ulu hati sakit. 

AS, korban lain yang juga ditangkap malam itu, bercerita tentang 
penyiksaan yang dialaminya. Bersama ratusan orang lain, ia mengaku 
dipaksa lepas baju, dipukul dengan tongkat, sabuk kulit, dan selang air. 

“Kami dipaksa jalan jongkok dari lantai satu hingga lantai empat. Kalau 
ada yang jatuh, kami ditendang dan dipukul dengan selang, tongkat, dan 
sabuk. Kena punggung,” katanya. 

Ia tidak ingat siapa saja yang melakukan pemukulan. Yang jelas, ada 
yang berseragam cokelat, seragam Brimob, dan ada juga yang 
mengenakan baju batik. 

“Polisi-polisi yang memukul itu ada juga yang kalau menurut saya sudah 
pangkat tinggi. Kenapa sudah tinggi? Karena mereka tidak memakai 
seragam. Mereka memakai baju batik yang sangat rapi,” lanjutnya. 

Saat dibebaskan, ia kaget motornya yang semula bersih dan terawat 
hancur tidak berbentuk. Radiator dan tutup oli hilang, lampu-lampu 
pecah, dan bodi rusak. 
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“Itu pun kalau saya tanya ke tukang bengkel, kalau benerin kurang lebih 
Rp2 jutaan,” keluhnya. 

 

Temuan KontraS: Anak Jadi Korban Utama 

KontraS Surabaya dalam laporan “Razia Agustus di Jawa 
Timur” mencatat, sejak 29 Agustus hingga pertengahan September 2025, 
sedikitnya 865 orang ditangkap di Surabaya, Kediri, Jember, Malang, 
Blitar, Sidoarjo, dan Madiun. Dari jumlah itu, 657 orang dibebaskan, 
sementara 209 dijadikan tersangka, termasuk 79 anak-anak. 

Data ini berbeda dengan data Polda Jatim yang menyebut 997 orang 
ditangkap, terdiri dari 582 dewasa dan 415 anak-anak. Polisi menyebut 
ada 315 tersangka, namun tidak merinci jumlah tersangka anak. 

“Banyak tahanan, baik dewasa maupun anak-anak, mengalami 
pemukulan brutal hingga penyiksaan. Ada juga laporan pelecehan 
seksual,” ungkap Fatkhul Khoir, Koordinator Advokasi KontraS Surabaya. 
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Fatkhul menilai operasi ini menunjukkan ketidakmerataan diskresi 
hukum. Di Blitar, Malang, dan Jember, anak-anak hanya diwajibkan lapor. 
Tetapi di Surabaya, Sidoarjo, dan Kediri, mereka diperlakukan layaknya 
orang dewasa dan menghadapi kriminalisasi. 

“Laporan atau aduan yang masuk ke kami mayoritas orang yang 
ditangkap di Surabaya dipaksa dicukur rambutnya oleh polisi,” kata Khoir. 

Ia menilai tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, 
justru menjadi bentuk penghukuman di luar mekanisme peradilan dan 
merendahkan martabat manusia. 

 

Zaldy Maulana (kiri) dan Fatkhul Khoir (tengah) Tim Advokasi KontraS Surabaya menyampaikan laporan 
“Razia Agustus di Jawa Timur” di Kantor KontraS Surabaya (23.09.2025). Foto : Andre Yuris 

Seperti yang dialami Saiful Amin alias Sam Umar (29), aktivis mahasiswa 
yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait aksi massa di 
Kediri pada akhir Agustus lalu. 

Penasihat hukum Saiful Amin, Taufiq Dwi Kusuma dari LBH Al-Faruq 
Kediri, menyayangkan tindakan kepolisian yang melakukan 
penggundulan terhadap Sam Umar atau SA. 

“Alhamdulillah sejak saya dampingi sampai hari ini kondisinya Saiful 
Amin maupun Selvin Bima itu baik-baik saja, cuma yang sedikit agak 
kami kecewa itu adalah digundul,” kata Taufiq. 

Meskipun pihak kepolisian berdalih alasan kesehatan, ia menilai tindakan 
tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. 
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“Setelah saya protes, tidak ada lagi tersangka lain yang digunduli ketika 
ditahan,” ucapnya. 

Hal lain yang juga jadi sorotan adalah terkait penyitaan barang pribadi 
seperti ponsel, dompet, motor, dan kartu pelajar. Pelajar yang pernah 
ditangkap dan sudah dilepas tidak bisa mengambil ponsel. Polisi 
beralasan ponsel mereka disita dan masih proses digital forensic. 

“Banyak anak-anak yang sudah dilepas tidak bisa kembali beraktivitas 
normal karena barang-barang mereka, mulai dari ponsel hingga kartu 
identitas, disita polisi dan tidak dikembalikan,” ungkap Fatkhul. 

Fatkhul Khoir juga menyoroti kriminalisasi pemikiran yang ditandai 
dengan penyitaan buku-buku filsafat, teori kritis, Marxisme, hingga 
anarkisme dari sejumlah orang yang ditangkap. Buku-buku tersebut 
dijadikan barang bukti untuk mengaitkan individu dengan dugaan 
penghasutan. 

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) 
PBB melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, sehingga segala 
bentuk penyiksaan, termasuk pemaksaan, penggundulan, hingga 
pelecehan seksual yang dilaporkan korban, dilarang secara mutlak. 

Reformasi Polri Mutlak Dilakukan 

Maidina Rahmawati, Deputi Direktur ICJR, mengatakan kekerasan yang 
dilakukan polisi bukanlah kejadian baru. “Ini praktik yang terus terjadi 
tapi seolah tidak ada solusi, karena sistem hukumnya terlalu permisif,” 
kata Maidina. 

Maidina mencontohkan penyiksaan dalam kasus pidana mati yang 
biasanya baru terungkap setelah sidang berlangsung. 

“Bukti biasanya sudah hilang, karena semua terjadi di ruang gelap 
penyidik. Pemeriksaan dan penahanan juga tidak diawasi CCTV 
independen. Inilah celah yang membuat perlakuan sewenang-wenang 
kerap terjadi,” katanya. 

Terkait langkah hukum yang bisa ditempuh korban untuk mendapatkan 
keadilan, ia menyebut praperadilan sebagai opsi. Namun jalannya sangat 
berat. 

“Praperadilan itu sulit, karena korban harus membuktikan sendiri. 
Sementara pemeriksaan yang dilakukan tidak substantif,” ujarnya. 
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Sebagai solusi jangka panjang, ia menilai reformasi kepolisian mutlak 
diperlukan. Rekomendasinya jelas: kewenangan polisi harus dikurangi 
agar tidak rawan disalahgunakan. 

Kompolnas: Polisi Jangan Merendahkan Martabat 
Manusia 

Menanggapi kesaksian sejumlah korban penangkapan di Surabaya yang 
mengaku diperlakukan secara tidak manusiawi, Komisioner Komisi 
Kepolisian Nasional (Kompolnas), Khoirul Anam, menjelaskan bahwa 
tindakan eksesif dan merendahkan martabat manusia (inhuman 
degrading treatment) tidak boleh dilakukan dalam tahap apa pun, baik 
sebelum maupun sesudah pemeriksaan. 

“Perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat jelas dilarang 
pada tahapan penyelidikan apa pun, baik sebelum maupun sesudah 
pemeriksaan resmi,” tegas Anam, Rabu (24/9/2025). 

Ia menambahkan, Kompolnas sejak awal sudah mewanti-wanti agar 
kepolisian tidak melakukan tindakan eksesif dalam penanganan 
demonstrasi maupun penangkapan massa. 

“Sejak awal kami sudah wanti-wanti tidak boleh melakukan tindakan 
yang eksesif (kekerasan berlebih, red),” ujarnya. 

Anam juga memastikan pihaknya akan menelusuri lebih jauh dugaan 
pelecehan seksual yang dialami para korban di Surabaya. 

Menurutnya, Kompolnas telah memberikan peringatan kepada sejumlah 
Kepolisian Daerah (Polda) untuk menghindari tindakan serupa dan 
memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prinsip penghormatan 
terhadap hak asasi manusia. 
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Diskresi Polisi Harus Berbatas, Bukan Alat Represi 

Menanggapi temuan KontraS Surabaya soal ketidakmerataan diskresi 
hukum, Satria Unggul Wicaksana, Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surabaya, menegaskan bahwa kewenangan diskresi 
atau freies Ermessen yang dimiliki polisi tidak boleh dijalankan secara 
sewenang-wenang. 

Satria menjelaskan bahwa diskresi seharusnya digunakan untuk menjaga 
ketertiban umum (public order), bukan menjadi dalih bagi aparat untuk 
bertindak berlebihan. 

“Kewenangan diskresi, atau freies Ermessen yang dimiliki polisi memiliki 
batas dan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Untuk kasus 
yang melibatkan anak atau kekerasan berat, diskresi kepolisian 
seharusnya mengarah pada keadilan restoratif dan diversi,” jelasnya. 

Diskresi kepolisian menurutnya digunakan untuk mengembalikan anak 
kepada orang tuanya, bukan mendorong mereka masuk ke dalam proses 
kriminalisasi yang justru merusak masa depan. 
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“Dan yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana jaminan dan 
akuntabilitas dari semua proses penegakan hukum, termasuk 
penggunaan kewenangan diskresi. Karena sekali lagi, secara filosofis, 
diskresi diperuntukkan untuk menjaga ketertiban publik, bukan untuk 
memunculkan kewenangan eksesif bagi penegak hukum,” tegasnya. 

Dengan berbagai catatan itu, ia menyerukan perlunya reformasi 
kepolisian guna mencegah impunitas serta memastikan bahwa 
penggunaan diskresi benar-benar berpihak pada keadilan, bukan 
menjadi instrumen represi. 

Polrestabes Surabaya Belum Beri Komentar 

Terkait pengakuan korban dalam video yang ditayangkan KontraS 
Surabaya, Idenera telah melakukan upaya konfirmasi melalui Kasi Humas 
Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty Dewi. 

Tim menghubungi Rina sejak 24 September 2025 melalui pesan singkat. 
Kami mengirimkan pesan berisi poin-poin terkait dugaan penyiksaan 
terhadap sejumlah orang yang ditangkap selama aksi demonstrasi. 

Rina hanya membalas, “Terima kasih informasinya.” 

 

Hingga 25 September 2025, sesaat sebelum berita ini dipublikasikan, 
Idenera kembali mengirimkan dua pesan baru untuk meminta 
tanggapan Polrestabes. Dua pesan terakhir juga tidak dibalas. 

Penulis: Andre Yuris (idenera.com) 
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